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Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan
Pascatambang, mewajibkan perusahaan untuk melakukan reklamasi pasca
penambangan. Reklamasi merupakan bagian penting untuk memastikan kegiatan
pertambangan minerba berdampak paling minimal terhadap lingkungan. Faktanya,
masih banyak pihak yang menganggap kegiatan reklamasi tidak penting. Terdapat
1.735 lubang bekas tambang yang tidak direklamasi di Kalimantan Timur
merupakan bukti buruknya tanggung jawab pengelola pertambangan batubara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab
pengelola pertambangan dan bagaimana perlindungan hukum masyarakat atas
jaminan reklamasi perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan Timur.
Penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal dengan pendekatan sosiolegal
(socio-legal approach). Peneliti menfokuskan pada konteks sosial, ekonomi, politik
dan budaya yang berkembang dan berpengaruh pada hukum. Kegiatan ini
dilakukan dengan cara membandingkan data yang berasal dari berbagai sumber
yang diperoleh dari studi dokumen/pustaka yang dimaksudkan untuk menemukan
pemahaman yang benar dan komprehensif tentang hal-hal yang menjadi fokus
penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelola pertambangan batubara
di Kalimantan Timur tidak memenuhi tanggungjawabnya sebagaimana mestinya.
Kepentingan lingkungan hidup seringkali diabaikan dan dikalahkan oleh
kepentingan ekonomi dan politik, berbagai aturan tentang lingkungan hidup dan
reklamasi pasca penambangan tidak mampu memaksa pihak-pihak terkait untuk
melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan. Selanjutnya terkait
perlindungan hukum masyarakat juga tidak terimplementasi dengan benar, terbukti
dengan adanya puluhan jiwa yang meninggal sia-sia yang bahkan tidak mendapat
perhatian serius dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur. Korban yang
tewas dari setiap peristiwa dilubang tambang tidak pernah sekalipun terselesaikan
secara tuntas pada jalur hukumnya, hanya 1 (satu) kasus yang telah divonis dan
hukuman yang dijatuhkanpun sangat ringan yakni hanya 2 (dua) bulan, sedangkan
sisa kasus lainnya belum ada tindak lanjutnya.

Kata Kunci: Implementasi, Jaminan Reklamasi, Tanggung Jawab,
Perlindungan Hukum
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Abstract

Based on Law Number 3 of 2020 as an amendment to Law Number 4 of
2009 concerning Mineral and Coal Mining and Government Regulation Number
78 of 2010 concerning Reclamation and Post-mining, obliging companies to carry
out post-mining reclamation. Reclamation is an important part of ensuring mineral
and coal mining activities have the least impact on the environment. In fact, there
are still many parties who consider reclamation activities not important. There are
1,735 ex-mine pits that are not reclaimed in East Kalimantan, which is evidence of
the poor responsibility of coal mining managers.

The purpose of this study was to find out how the responsibility of mining
managers and how the community's legal protection for reclamation guarantees of
coal mining companies in East Kalimantan. This research is a non-doctrinal legal
research with a socio-legal approach. Researchers focus on the social, economic,
political and cultural contexts that develop and influence law. This activity is
carried out by comparing data from various sources obtained from
document/library studies which are intended to find a correct and comprehensive
understanding of the things that are the focus of research.

The results of this study indicate that coal mining managers in East
Kalimantan are not fulfilling their responsibilities as they should. Environmental
interests are often ignored and defeated by economic and political interests, various
regulations regarding the environment and post-mining reclamation are unable to
compel related parties to carry out statutory orders. Furthermore, regarding the
legal protection of the community, it is also not implemented properly, as evidenced
by the dozens of souls who died needlessly, which did not even receive serious
attention from the regional government of East Kalimantan Province. The victims
who died from each incident in the mining pit were never completely resolved
through legal channels, only 1 (one) case was convicted and the sentence imposed
was very light, namely only 2 (two) months, while the rest of the cases had no
follow-up.

Keywords: Implementation, Reclamation Guarantee, Responsibility, Legal
Protection
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam merupakan modal dasar pembangunan suatu negara. la
memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena sumber daya alam menjadi bahan
bagi kehidupan manusia, mulai dari kebutuhan pangan sampai dengan industri.
Sumber daya alam dari masa ke masa mengalami perubahan paradigma
pengelolaan, dari komoditas ekonomi berubah menjadi komoditas modal dasar
pembangunan. Tidak hanya eksploitasi besar-besaran sumber daya alam
namun menjadi komoditas konservasi untuk diwariskan pada generasi akan
datang.!

Kegiatan pertambangan di wilayah nusantara ini, telah berlangsung lama,
diperkirakan di mulai ratusan tahun silam yang di awali oleh penambang dari
India dan kemudian orang-orang Cina. Mereka menambang emas dan perak,
terutama di Sumatera dan Kalimantan. Emas dan perak itu kemudian disebut
Swarba Dwipa. Bekas-bekas penggalian mereka ini memperlihatkan bahwa
kegiatan pertambangan telah berlangsung lama, bahkan kemudian menjadi
pedoman bagi penambang Eropa pada ratusan tahun kemudian. Banyaknya
sumber daya alam di Indonesia, baik yang dapat diperbaharui, dan ada juga

yang tidak dapat diperbaharui menjadikan negara ini sebagai tempat terbaik

'Ahmad Redi, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batu bara,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 2.



bagi perusahaan pertambangan. Sumber daya alam yang tidak dapat
diperbaharui yang dimaksud seperti emas, tembaga, perak, batubara, intan,
nikel, mangan, dan lain sebagainya, sedangkan sumber daya alam yang dapat
diperbaharui adalah seperti air, tumbuhan dan lain sebagainya. Indonesia
memiliki potensi sumber daya alam dan cadangan mineral metalik yang
tersebar di 437 lokasi di Indonesia Bagian Barat dan Timur seperti tembaga
dan emas di Papua, emas di Nusa Tenggara, nikel di Sulawesi dan Kepulauan
Indonesia Timur, bauksit dan batubara di Kalimantan.?

Sumber daya alam khususnya yang tidak dapat diperbaharui seperti
mineral dan batubara memiliki peranan penting bagi eksistensi suatu bangsa
baik pada masa dahulu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Suatu
negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, dimasa lalu menjadi
buruan negara-negara yang memiliki kekayaan alam melimpah ruah, termasuk
Indonesia.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada
Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar
kemakmuran rakyat.> Ada dua kata kunci di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD
1945, yakni kata dikuasai dan dipergunakan. Kata dikuasai merupakan

petunjuk dasar kewenangan negara dimana negara menurut Abrar Saleng,

2Erika, Perkembangan Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan
Implikasinya bagi Masyarakat Hukum Adat, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1,2018, hlm. 114.

3Junaidi Albab Setiawan, Migas Untuk Rakyat, Catatan Seorang Praktisi, (Yogyakarta;
Pukapaku, 2015), hlm. 55.



adalah teritori yang memiliki karakter sebagai suatu lembaga masyarakat
hukum sehingga kepadanya diberikan wewenang atau kekuasaan untuk
mengatur, mengurus, dan memelihara pemanfaatan seluruh potensi sumber
daya alam yang ada di wilayahnya secara intern.* Kedua prinsip ini merupakan
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pemisahan keduanya
justru akan kontraproduktif dengan konsep penguasaan negara yang dimaksud
dan dapat menyebabkan adanya monopoli sumber daya alam oleh pemilik
modal atau pihak asing yang keuntungannya hanya akan lari ke luar negeri dan
dinikmati oleh segelintir orang saja dan bukan untuk masyarakat dan
pembangunan Indonesia.’

Bangsa Indonesia menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberi
kekuasaan kepada negara Republik Indonesia untuk mengatur, mengurus,
memelihara dan menggunakan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya agar
tercapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Penguasaan maupun
pengelolaan bahan tambang wajib diselenggarakan sebagai bagian dari upaya
mewujudkan kesejahteraan rakyat.® Peran negara dalam pengelolaan sumber
daya mineral meliputi tiga hal yakni pengaturan, pengusahaan, dan
pengawasan. Khusus dalam hal pengusahaan, pemerintah dapat memberikan
hak pengusahaan bidang pertambangan kepada pihak swasta. Karakteristik

industri pertambangan yang unik dan keterbatasan negara dalam hal

4Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, (Y ogyakarta; UII Press,2004), him.8.

5 Dwi Haryadi, Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Cet 1, (Bangka
Belitung, UBB Pres, 2018) hlm. 3.

® Salim H.S., Hukum Pertambangan di Indonesia, (Jakarta, Rajawali Press,2015), hlm. 10.



permodalan menjadi alasan utama diberikannya hak pengusahaan tambang
kepada swasta.

Ekstraksi batubara terus meningkat di Indonesia dalam dua dekade
terakhir, hal ini bisa dilihat dari potret 2007-2017 eskalasi produksi batubara
Indonesia dari 217 juta ton menjadi 461 juta ton.” Sepanjang masa itu, batubara
sebagai satu komoditas ekstraksi paling tidak bersahabat terhadap iklim bumi
ini mengubah bentang alam tanah air Indonesia, termasuk relasi-relasi sosial
ekologis yang menyertainya. Batubara dikenal sebagai komoditas energi fosil
yang paling kotor bersama minyak bumi dan pasir minyak (farsand oil) tidak
hanya karena secara kimiawi, tetapi batubara yang mengalami pembakaran
lewat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebenarnya lebih tepat dinamai
Pembangkit Listrik Tenaga Batubara (PLTB), berpengaruh buruk pada iklim
bumi dan karakter geologis dan fisiknya juga membuat pembongkarannya
menghasilkan daya rusak yang luar biasa dalam skala lokal hingga global.
Proses pembongkaran batubara memiliki rerantai hulu hilir yang berpangkal
pada pembuat kebijakan dengan campur tangan para oligarki hingga
pembakarannya yang menghasilkan listrik untuk dikonsumsi oleh penduduk
Indonesia, maupun asing yang justru menempati layanan terbesar energi dari
batubara. Rerantai pembongkaran ini digerakkan oleh perusahaan-perusahaan

tambang yang difasilitasi oleh negara melalui keluarnya [UP. Menurut sejarah,

Safyra Primadhyta, “Produksi Batu Bara Capai 461 Juta Ton Sepanjang 20177, CNN, 11
Januari 2018 https://www.cnnindonesia.com/ekono mi/20180111144700-85-268173/produksi-
batu-bara-capai-461-juta-ton-sepanjang-2017 diakses pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 22.20 WIB.




berkembangnya industri batubara Indonesia dilatarbelakangi oleh Undang-
undang yang mendorong percepatan ekstraktivisme di Indonesia, yakni
Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) Tahun 1967 yang
ditandatangani oleh Soeharto.

Secara normatif, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967
tentang Pertambangan telah diatur persoalan terkait dengan pertambangan.
Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang kemudian dirubah
menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara telah memberikan kewenangan pengaturan persoalan terkait
dengan pertambangan, bahkan memperluas kewenangan dengan cara
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dengan
menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatur persoalan yang terkait
dengan hal ini. Pemerintah daerah telah diberikan keleluasaan berdasarkan
Undang-undang untuk mengatur berdasarkan karakter dan kondisi di setiap
wilayah.® Mengingat bahwa pertambangan mineral dan batubara sebagai
kekayaan alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal
mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta
berkeadilan. Pengelolaan pertambangan hendaknya mementingkan aspek
wawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Industri pertambangan melibatkan pelaku-pelaku global dan modal besar,

yang membentuk kekuasaan berujung untung sebesar-besarnya. Jangan heran

8 Fenti U. Puluhulawa dan Nirwan Junus, Problematika Pertambangan Rakyat dan Solusi,
(Sleman, Deepublish, 2014) hlm. 1-2.



kemudian intervensi perusahaan-perusahaan seperti Inco, BHP, Freeport,
Newmont dan lainnya berhasil mempengaruhi kebijakan negeri ini dalam
mengurus hutannya, membuang limbah, mengabaikan hak-hak masyarakat
adat. Penguasa-penguasa negeri belakangan ini membangun kerajaan bisnis
dan politiknya dari sektor pertambangan, salah satunya keluarga Bakrie.’?

Masuknya masyarakat modern yang memiliki karekteristik individual,
kapitalis dan pragmatis serta berpindahnya penguasaan tanah ulayat atau tanah
adat masyarakat ke tangan investor mengakibatkan masyarakat perlahan-lahan
kehilangan identitasnya. Banyaknya lubang-lubang pasca tambang yang tidak
dilakukan reklamasi telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan
seperti banjir dan longsor,!° belum lagi terjadinya kematian puluhan anak-anak
korban lubang tambang. Kerumitan konflik di bidang hukum agraria dalam hal
ini pembebasan lahan dalam wilayah tanah ulayat masyarakat hukum adat
untuk kepentingan investasi dalam sektor usaha di bidang pertambangan
mineral dan batubara yang dilakukan oleh perusahan sebagai pelaku usaha
yang berhubungan dan berkepentingan dengan masyarakat dapat dijelaskan
akibat gejala kehadiran dan keberlakuan hukum dalam ruang sosial, utamanya
dalam lingkungan masyarakat lokal, tidak jarang menjadi beban bagi yang
menerimanya.

Kalimantan Timur merupakan pusat industri batubara di Indonesia yang

memiliki ribuan tambang terbuka, dan kebanyakan merupakan pertambangan

°Siti Maimunah, Negara Tambang dan Masyarakat Adat (Malang: Intrans Publising,
2012), hlm. iv.

19Samarinda.prokal.co/read/news/9340-banjir-bandang-akibat-tambang-warga-bisa
tuntutganti-rugi.html, Diakses pada 22 juli 2021 pukul 20.10 WIB.



ilegal. Tambang-tambang baru terus dibuka, sementara yang lama
ditelantarkan begitu cadangan batubara telah habis.!! Pertambangan baru
seringkali menyebabkan kerusakan hutan, hujan dan pengelolaan tambang
menyebabkan polusi udara dan air. Kerusakan lingkungan tidak berakhir saat
tambang ditelantarkan karena tambang yang telah ditelantarkan tersebut
terbukti berbahaya, bahkan mematikan bagi komunitas sekitar. Menurut
hukum Indonesia, perusahaan tambang wajib mengisi lubang-lubang tambang
yang tidak digunakan, serta menghijaukan dan merestorasi lingkungan
pertambangan. Setiap tahapan proses tersebut harus mendapatkan persetujuan
dari badan pemerintah sebagai bagian dari pendaftaran awal untuk izin
pertambangan. Perusahaan juga diharuskan melakukan Analisis Dampak
Lingkungan (Amdal) dan memberikan Surat Jaminan Keuangan untuk
reklamasi dan restorasi situs pertambangan, namun realitanya masih banyak
perusahaan yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Hal ini terus belanjut
secara luas di seluruh wilayah pertambangan di Indonesia, termasuk di
Kalimantan Timur, provinsi yang kaya dengan batubara.

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur pada bulan
Desember 2015 menyatakan bahwa terdapat 856 pemegang izin pertambangan

komersial, dan hanya 338 yang memiliki surat jaminan reklamasi.'? Selain itu,

"Detail Perizinan Kaltim yang Lebih Luas dari Daratan Provinsi dan Membuat Murka
Pimpinan KPK dalam https://kaltimkece.id/warta/lingkungan/detail-perizinan-kaltim-yang-lebih-
luas-dari-daratan-provinsi-dan-membuat-murka-pimpinan-kpk Diakses pada Tanggal 23 Juli 2021
Pukul 01.32 WIB.

Zhttps://news.mongabay.com/2017/05/who-owns-indonesias-deadly-abandoned-coal-
mines/ diakses pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 22.30 WIB.




hanya 96 dari 856 pemegang izin telah membayar uang muka jaminan pasca
penambangan untuk restorasi situs pertambangan. Perusahaan pertambangan
tidak mematuhi peraturan disebabkan adanya korupsi di sektor pertambangan
karena nilai investasi pertambangan yang tinggi serta keterlibatan pemerintah
yang besar lewat berbagai peraturan telah membuka peluang dan insentif untuk
korupsi maupun melakukan pelanggaran besar lainnya. Jenis-jenis pelanggaran
yang terjadi termasuk penyuapan pejabat pemerintah, penggelapan uang,
penyalahgunaan dan pengalihan dana publik, penyalahgunaan jabatan,
pertukaran pengaruh, favoritisme, pemerasan, penyuapan pejabat domestik,
dan uang pelicin. Laode Muhamad Syarif, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), menyatakan bahwa proses penerbitan Izin Usaha
Pertambangan di tingkat lokal penuh dengan penyuapan dan kickback."?
Pengaturan lebih detail terhadap mandat Pasal 99 dan 100 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
dijelaskan dalam berbagai ketentuan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Peraturan Menteri
ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan
yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Secara
umum, peraturan ini bertujuan mendisiplinkan perusahaan pertambangan
untuk memenuhi target revitalisasi lingkungan, yang sebanding atas bekas

lahan tambang dengan memberikan tanggung jawab kepada perusahaan

BLa Ode Muhammad Syarif, dalam https://m kumparan.com/amp/kumparannews/kpk-
beberkan-kekacauan-pertambangan-batu-bara Diakses pada Tanggal 11 Juni 2022 Pukul 01.47
WIB.




memperbaiki lingkungan melalui reklamasi pascatambang. Meskipun
demikian, masih banyak perusahaan yang mengabaikan tanggungjawabnya.
Komnas HAM menemukan bahwa bekas tambang di Kalimantan Timur
ditelantarkan oleh 17 perusahaan dan telah menelan korban 27 orang antara
tahun 2011 dan 2016, kebanyakan adalah anak-anak dan remaja. Hingga bulan
Desember 2018, jumlah korban yang tenggelam di lubang tambang batu bara
mencapai 31 orang.'* Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa berdasarkan laporan dari 81
perusahaan, terdapat 314 bekas tambang yang telah ditelantarkan hingga bulan
Desember 2016, namun sebuah survei yang dilakukan oleh Dinas ESDM
dengan Citra Landsat menunjukkan bahwa terdapat dua kali lipat jumlah
tambang yang dilaporkan, di mana terdapat 632 tambang batubara yang telah
berubah menjadi genangan air raksasa. 264 bekas tambang ini (42%) berlokasi
di Kutai Kartanegara dan hingga saat ini, belum ada satupun perusahaan
pertambangan yang didakwa karena kematian yang disebabkan oleh lubang
tambang atau karena kegagalan dalam merestorasi lubang tambang.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik
untuk meneliti mengenai “Implementasi Jaminan Reklamasi pada Perusahaan

Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur”

14 http://www.mongabay.co.id/2018/11/08/korban-di-lubang-tambang-batubara-terus-

bertambah-sampaikapan/ diakses pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 22.56 WIB.




B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan
sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pengelola pertambangan batubara di
Kalimantan Timur?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat atas jaminan reklamasi
perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan Timur?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengelola pertambangan batu bara
mengingkari tanggung jawabnya

2. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi jaminan reklamasi
pada perusahaan pertambangan batu bara di Kalimantan Timur.

3. Untuk memberikan masukan/kontribusi ilmiah agar dijadikan dasar
pertimbangan dalam menentukan kebijakan hukum dalam bidang
pertambangan di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian
Menurut penulis, tema penelitian dengan permasalahan sebagaimana telah
diuraikan di atas merupakan sesuatu yang belum pernah dikaji secara
mendalam oleh para penstudi hukum, baik kajian dalam tataran teoritis maupun
praktis. Kajian-kajian sebelumnya yang membahas tentang hukum
pertambangan, tampaknya belum mendalam, terutama dari perspektif critical

legal studies, yang kemudian berdampak pada merekonstruksi kebijakan
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pengelolaan sumber daya alam yang berbasiskan keadilan bagi masyarakat
maupun lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu adanya penegasan tentang
orisinalitas studi ini dimaksudkan untuk mencegah pengulangan atau duplikasi
terhadap sebuah pembahasan dengan fokus kajian yang sama. Karena duplikasi
atau pengulangan kajian seperti itu justru tidak akan memberikan sumbangan
yang berarti bagi pengembanan ilmu hukum baik secara teoritis maupun
praktis.

Penelusuran terhadap studi-studi terdahulu untuk menentukan keaslian
studi ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil
studi terdahulu yang sejenis baik yang telah dilakukan oleh para penstudi dari
lingkungan disiplin ilmu hukum maupun di luar ilmu hukum.

Beberapa penelitian yang mungkin berhubungan dengan penulisan tesis
ini sebagai perbandingan atas penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat

pada tabel 1.1 berikut ini.

No | Judul/Nama/Bentuk/Tahun Persamaan Perbedaan
1. | Pelaksanaan = Reklamasi | Berdasarkan penelitian ini | Waktu penelitian, selain itu,
Kerusakan  Lingkungan dapat dikatakan | Y208 membedakan  dengan
Hidup  Bekas  Galian penelitian sebelumnya adalah
Tambang Batu Bara di persamaantlya scbagai objek penelitian yang akan
Kabupaten Kutai Barat. berikut: dibahas. Perbedaan dengan
Angela Pinkan Kuluq 1. Penelitian ini juga penelitian sebelumnya, tidak
Skripsi, 2020.13 membahas mengenai
mengkaji mengenat perlindungan  hukum  bagi

SAngela Pinkan Kuluq, Pelaksanaan Reklamasi Kerusakan Lingkungan Hidup Bekas
Galian Tambang Batu Bara di Kabupaten Kutai Barat, (Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya

Yogyakarta, 2020)
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pelaksanaan reklamasi
yang dilakukan oleh PT.
Teguh Sinar Abadi dan PT.
Firman Ketaun Perkasa
dalam melaksanakan
tanggung jawab terkait
dengan pelaksanaan
reklamasi sebagaimana
diatur dalam  Undang-
undang Nomor 4 Tahun
2009 dan  Peraturan
Pemerintah  Nomor 78

Tahun 2010  Tentang

Reklamasi dan
Pascatambang.
. Penelitian ini

menggunakan  penelitian
hokum empiris dan
menggunakan metode
pengumpulan data yang

sama yaitu studi

masyarakat akibat dari bekas

tambang yang diterlantarkan.
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kepustakaan dan

wawancara.

Implementasi Sanski
Pidana dan Sanksi
Administrasi Berdasarkan

Prinsip Good Enviromental
Governance terhadap

Korporasi tidak

yang
Mereklamasi Galian Bekas
Tambang.

Dejan Abdul Hadi, Zulfa
'Azzah Fadhlika, Chusnul
Qotimah  Nita

Jurnal, 2020.16

Permata,

Berdasarkan penelitian ini

dapat dikatakan
persamaannya yaitu selain
sama-sama meneliti mengenai
implementasi hukum
penelitian ini juga mengkaji
mengenai
pertanggungjawaban
korporasi dalam mereklamasi
bekas tambang yang diatur
dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan

Batubara.
Pertanggungjawaban
reklamasi  dilakukan oleh
korporasi dan pemerintah,
karena korporasi yang

Perbedaan dengan penelitian
sebelumnya mengenai topik

permasalahan yang diangkat

adalah implementasi sanksi
pidana dan administrasi
berdasarkan  prinsip  good

environmental governance di
mana yang menjadi perbedaan

dengan penelitian sebelumnya

adalah tidak membahas
bagaimana perusahaan
pertambangan mengingkari
tanggungjawabnya untuk

mereklamasi bekas tambang.

Perbedaan lain dari penelitian

sebelumnya adalah terkait

waktu penelitian dan juga
penelitian ini tidak membahas
hukum

perlindungan bagi

masyarakat terkena

yang
dampak dari lubang tambang.

'Dejan  Abdul Hadi dkk, Implementasi Sanski Pidana Dan Sanksi Administrasi
Berdasarkan Prinsip Good Enviromental Governance Terhadap Korporasi Yang Tidak
Mereklamasi Galian Bekas Tambang, (Jurnal Padjadjaran Law Review, Padjadjaran Law Research

& Debate Society, 2020).
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melakukan perbuatan hukum
dan pemerintah kurang masif
hukum

dalam  penegakan

sehingga merugikan pihak-

pihak lain khususnya
masyarakat sekitar
pertambangan. Rumusan
masalah tentang
pertanggungjawaban

reklamasi juga diteliti dalam

penelitian akan

yang
diuraikan lebih detail pada

tesis ini.

Analisis Implementasi
Regulasi Reklamasi
Pertambangan  Batubara
Berdasarkan Permen

ESDM No. 07 Tahun 2014
di Kabupaten Batang Hari
Provinsi Jambi.

Aria Sari Dewi, Rayandra
Ashyar dan Helmi, Jurnal,
2020.7

Berdasarkan penelitian ini

dapat dikatakan

persamaannya adalah sama-
meneliti

sama mengenai

implementasi hukum yaitu
implementasi regulasi Permen
ESDM No. 07 Tahun 2014
pada kegiatan pertambangan
batubara di Kabupaten Batang
Hari

Provinsi Jambi

yang

kemudian menyimpulkan

Selain  perbedaan  lokasi,
perbedaan penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya terkait
yang menjadi objek dalam

penelitian di  mana

yang
menjadi objek penelitian ini
adalah hanya khusus Permen
ESDM No. 07 Tahun 2014
sedangkan yang akan diteliti
penulis yang menjadi objek

dalam penelitian ini adalah

17 Aria Sari Dewi et. al, Analisis Implementasi Regulasi Reklamasi Pertambangan Batubara
Berdasarkanpermen Esdm No. 07 Tahun 2014 di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, (Jurnal
Pembangunan Berkelanjutan, Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi, 2020).
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bahwa implementasinya
masih jauh dari sempurna. Hal
ini disebabkan karena, tingkat
kesadaran pemegang izin
usaha pertambangan batubara
akan pentingnya reklamasi
masih rendah, pengawasan
kegiatan  reklamasi  dari
pemerintah  daerah  masih
kurang, dan sanksi terhadap

pemegang IUP yang tidak

melaksanakan reklamasi
masih sangat rendah.
Selanjutnya,  implementasi

Permen ESDM No. 07 Tahun

2014 pada ketiga sampel
pemegang [UP, PT. Bangun
Energy Indonesia, PT. Nan
Riang dan PT.
Sukses Sejahtera dapat dilihat

PT. Nan

Sursarita
bahwa Riang
merupakan pemegang [UP

dengan tingkat keberhasilan

reklamasi  paling  tinggi
dengan keberhasilan 60,59%
sedangkan ~ PT.  Bangun

Energy Indonesia memiliki
tingkat keberhasilan 52,98%
dan PT. Sursarita Sukses
Sejahtera
keberhasilan 9,6%

dengan tingkat

semua peraturan terkait
kewajiban reklamasi perusahan

pertambangan.
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E. Kerangka Teori

Landasan teori penelitian ini digunakan untuk mendudukan permasalahan
penelitian secara logis dan runtut, membantu menganalisis masalah penelitian
apakah sesuai dengan teori atau tidak.'® Kerangka teori juga berfungsi untuk
menjelaskan tentang konsep-konsep atau variabel-variabel tertentu yang saling
berhubungan.!® Oleh karena itu, kerangka teori di sini dibutuhkan sebagai
panduan penulis untuk menjelaskan, memprediksi, mengontrol dan memahami
permasalahan hukum, gejala, fenomena dan makna hukum yang menjadi objek
kajian. Berdasarkan kebutuhan tersebut, maka teori yang dianggap paling tepat
oleh penulis untuk menjelaskan dan memahami persoalan hukum yang sedang
dikaji dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Hukum Lawrence Friedman
Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil
tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni
struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan
budaya hukum (legal culture).?’ Struktur hukum menyangkut aparat
penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-
undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law)

yang dianut dalam suatu masyarakat.

8Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik),
(Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), him. 210.

Y Artidjo Alkostar, Metode Penelitian Hukum Profetik, (Y ogyakarta: FH UII Press, 2018),
hlm. 26.

20Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan
Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum,
2014), hlm.76.
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a. Struktur Hukum (Legal Structure)

Menurut teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem
Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan
dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi;
mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana
(Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-
undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.
Terdapat adagium yang menyatakan ‘fiat justitia et pereat mundus”
meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.?! Seberapa baiknya
suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat
penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya
mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum
tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi
lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya
pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan
lain sebagainya sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum
memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Meskipun
peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan

ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan

2! Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung: Nusa Media,
2011), hlm.8.
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kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih
terbuka.

Sebagai contoh, banyaknya perusahaan pertambangan batubara
menelantarkan lubang bekas tambang dikarenakan buruknya kualitas
penegak hukum. Adanya Impunitas atau pembebasan dari tuntutan hukum,
yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan terjadi karena korupsi yang
terjadi di sektor pertambangan. Lembaga anti-korupsi Transparency
International menyatakan dalam laporannya Bribe Payers Survey?? pada
tahun 2011 bahwa sektor minyak dan gas dan pertambangan merupakan
sektor-sektor yang rentan terhadap penyuapan. Nilai investasi
pertambangan yang tinggi serta keterlibatan pemerintah yang besar lewat
berbagai peraturan membuka peluang dan insentif untuk korupsi yang
besar. Laporan OECD tahun 2016 berjudul Laporan mengenai Korupsi
dalam Rantai Nilai Ekstraktif (Report on Corruption in the Extractive
Value Chain) menekankan bahwa risiko korupsi dapat timbul pada
berbagai titik di rantai pasokan: mulai dari fase pengambilan keputusan
untuk melakukan ekstraksi hingga penggunaan penerimaan. Laporan
tersebut mengungkapkan bahwa sebagian besar kasus korupsi dalam
industri ekstraktif yang disurvei terdapat dalam “penerbitan izin

pertambangan, minyak dan gas”, dan fase “operasi dan peraturan

22https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2016/04/2011 BPI EN.pdf diakses
pada tanggal 20 Juni 2022 Pukul 23.23 WIB.
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ekstraksi” (34 dari 59 kasus), sementara kasus-kasus lainnya terdapat
dalam fase “pengumpulan penghasilan”.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan “7To begin with, the
legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this
kind: the number and size of courts, their jurisdiction. Strukture also
means how the legislature is organized ...what procedures the police
department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section
of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan
ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang
mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan
lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang
boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti
oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari
25 lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat
hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum
dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini
menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta
proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita

berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di
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dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian,
kejaksaan dan pengadilan.?’
b. Substansi Hukum

Menurut teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem
substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.
Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada
dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan,
aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang
hidup (/iving law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-
undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil
Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan
perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau
Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis
sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan
hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu
pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1
KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum
jika tidak ada aturan yang mengaturnya.” Sehingga bisa atau tidaknya
suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah
mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah: “Another aspect of the

legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and

30p.Cit, hlm. 9.
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behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on
living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud
dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata
manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan
yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Kultur Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap
manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran,
serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan
kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari,
atau disalahgunakan.?* Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran
hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka
akan tercipta kultur hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir
masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat
kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator
berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya,
seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi
adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur

hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk

2Ibid, him. 8.
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menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana
mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori
Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses
penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama
dengan organ Jaksa, Hakim, Advokat, dan Lembaga Permasyarakatan.
Interaksi antar komponen pengabdi hukum ini menentukan kokohnya
struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan
oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam
masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang
dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya
dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur
hukum, perusahaan pertambangan batubara membutuhkan modal yang
besar, berkaitan erat dengan peraturan pemerintah, adanya royalti dan
pajak serta ketergantungan terhadap infrastuktur pemerintah untuk
mengirimkan batubara ke pasar menjadikan sektor ini terpapar korupsi
politik, dalam bentuk perdagangan pengaruh, political capture dan
regulatory capture. Perusahaan pertambangan batubara harus berurusan
dengan pejabat publik yang diharapkan menjadi contoh yang baik kepada
public tapi justru mendorong “perselingkuhan” antara perusahaan,
birokrat, dan politisi. Para elit politik juga menyatukan bisnis dengan
politik di sektor pertambangan batubara sehingga menyebabkan sulitnya
penegakan hukum yang berkaitan dengan jaminan reklamasi

pertambangan batubara.
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Mengenai kultur hukum, Friedman berpendapat : “The third
component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s
attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the
28 climinate of social thought and social force wich determines how law
is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap
manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap
hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk
menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas
substansi hukum yang dibuat tanpa didukung struktu hukum oleh orang-
orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum
tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa
sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh
hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa
masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan
ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga
adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek
hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum

(law enforcement) yang baik.?®> Jadi bekerjanya hukum bukan hanya

ZDarmodiharjo, D. & Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat
Hukum Indonesia,( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.40.
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merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, malainkan aktifitas
birokrasi pelaksananya
2. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls kebebasan dan kebersamaan merupakan
unsur yang menjadi bagian inti teori keadilan. Rawls menegaskan bahwa
kebebasan dan kesamaan seharusnya tidak dikorbankan demi manfaat
sosial atau ekonomi, betapapun besarnya manfaat yang diperoleh dari
sudut itu. Rawls percaya bahwa suatu perlakuan yang sama bagi semua
anggota masyarakat yang terakomodasi dalam keadilan formal atau juga
disebut keadilan regulative, sesungguhnya mengandung pengakuan akan
kebebasan dan kesamaan bagi semua orang.?® Sebagai contoh, secara
ekonomi, batubara sangat memberikan keuntungan khususnya pada nilai
ekspornya. Batubara yang tergabung dalam sektor pertambangan
merupakan komoditas yang memberikan nilai ekspor paling tinggi
dibandingkan komoditas lain di sektor pertambangan namun
pertambangan batubara juga merupakan salah satu aktivitas yang sangat
rentan terhadap kerusakan lingkungan yang kemudian berdampak pada
masyarakat yang hidup disekitar area pertambangan batubara.

Teori keadilan Rawls yang disebut prinsip-prinsip pertama
keadilan itu bertolak dari suatu konsep keadilan yang lebih umum yang

dirumuskannya sebagai berikut:

26Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
2006), hlm. 49.
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All social values—Iliberty and opportunity, income, wealth, and the
bases of self-respect—are to be distributed equally unless and unequal
distribution of any, or all, of these values is to everyone’s advantage

Ada dua hal penting dapat dicatat sehubungan dengan konsep
keadilan umum tersebut. Pertama, kebebasan ditempatkan sejajar dengan
nilai-nilai lainnya, dan dengan itu juga konsep umum keadilan tidak
memberi tempat istimewa terhadap kebebasan. Hal ini berbeda dengan
konsep keadilan Rawls yang berakar pada prinsip hak dan bukan pada
prinsip manfaat. Kedua, keadilan tidak berarti semua orang harus selalu
mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama; keadilan tidak selalu
berarti semua orang harus diperlakukan secara sama tanpa memperhatikan
perbedaan-perbedaan penting yang secara objektif ada pada setiap
individu; ketidaksamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial selalu dapat
dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa
manfaat bagi semua orang. Rawls memberikan tempat dan menghargai
hak setiap orang untuk menikmati suatu hidup yang layak sebagai
manusia, termasuk mereka yang paling tidak beruntung.

Menurut Rawls, kekuatan dalam keadilan dalam arti fairness justru
terletak pada tuntutan bahwa ketidaksamaan dibenarkan sejauh juga
memberikan keuntungan bagi semua pihak dan sekaligus memberi
prioritas pada kebebasan. Ini merupakan dua tuntutan dasar yang dipenuhi

dan dengan demikian juga membedakan secara tegas konsep keadilan
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sebagai fairness dari teori-teori yang dirumuskan dalam napas
intuisionisme dalam cakrawala teologis.
Untuk terjaminnya efektivitas dari kedua prinsip keadilan itu,
Rawls menegaskan bahwa keduanya harus diatur dalam suatu tatanan yang
disebut serial order. Dengan pengaturan seperti itu, Rawls menegaskan
bahwa hak-hak serta kebebasan-kebebasan dasar tidak dapat ditukar
dengan keuntungan sosial dan ekonomis. Ini berarti prinsip keadilan yang
kedua hanya bisa mendapat tempat dan diterapkan apabila prinsip keadilan
yang pertama telah dipenuhi. Artinya penerapan dan pelaksanaan prinsip
yang kedua tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan yang
pertama. Dengan demikian hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar dalam
konsep keadilan memiliki prioritas utama atas keuntungan sosial dan
ekonomis.?’
F. Metode Penelitian
Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitasnya sendiri-sendiri sehingga
selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam
setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi
induknya.?8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum non-doktrinal dengan

pendekatan sosiolegal (socio-legal approach) yaitu kajian terhadap hukum

YIbid, hlm. 50.
2Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jumetri, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1988), hlm. 9.
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dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.?

Peneliti menfokuskan pada konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya yang
berkembang dan berpengaruh pada hukum. Kegiatan ini dilakukan dengan cara
membandingkan data yang berasal dari berbagai sumber yang diperoleh dari
studi dokumen/pustaka maupun dokumenter. Langkah ini dimaksudkan untuk
menemukan pemahaman yang benar dan komprehensif tentang hal-hal yang
menjadi fokus penelitian.
2. Objek Penelitian
Objek penelitian ini berfokus terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu
bentuk implementasi jaminan reklamasi pada perusahaan pertambangan di
Kalimantan Timur.
3. Data Penelitian atau Bahan Hukum
Jenis data yang dibutuhkan adalah data kualitatif yang bersumber dari
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:
a. Bahan Hukum Primer,
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari
perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan
perundang-undangan dan putusan hakim.** Bahan hukum primer
dalam penelitian ini meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2Sulistiyowati Irianto, Kajian Sosio-legal, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), him. 2.
30Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 140.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara.

UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok
Agraria.
Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral
bukan Logam dan Batuan di Provinsi Kalimantan Timur.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi
dan Pascatambang.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan

Pertambangan Mineral dan Batubara.

. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder mempunyai fungsi untuk

menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap data

hukum primer. Bahan Hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu:

1)

Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa

permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi
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2) Jurnal-jurnal hukum
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia
dan artikel dari media internet.
4. Instrument Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif oleh karena itu instrumen
utama untuk mendapatkan dan mengumpulkan bahan hukum penelitian adalah
peneliti sendiri. Untuk mendukung pengumpulan bahan hukum tersebut,
peneliti melakukan kegiatan pengumpulan bahan hukum dengan cara: (i) Studi
dokumen (tertulis dan tidak tertulis); (i) wawancara.
5. Analisis Bahan Hukum
Pada penelitian ini, analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif,
sedangkan pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika bahan-
bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan
hukum yang ada tersebut untuk memudahkan analisis dan merumuskan
konstruksi atau konsep.3!
Secara umum dalam analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang
terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data/bahan hukum, penyajian

data/bahan hukum, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data/bahan hukum

31Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 251-252.
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diartikan ~ sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul
dari catatan tertulis di lapangan.
Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari empat bab, di mana masing-masing bab memiliki
keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. gambaran yang lebih jelas
mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai
berikut:

Bab I Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan
manfaat yang ingin dicapai dalam peneltian ini, metode penelitian yang
memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek
penelitian, data penelitian atau bahan hukum, pengolahan dan
penyajian data penelitian dan analisis serta sistematika penulisan

Bab II Bagian ini berisi uraian tentang landasan teori yang terdiri dari
perlindungan hukum, tinjauan umum tentang implementasi, tinjauan
umum tentang jaminan reklamasi, dan tinjauan umum tentang
perusahaan pertambangan batubara.

Bab III Berisi analisis mengenai judul yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu
implementasi jaminan reklamasi pada perusahaan pertambangan
batubara di Kalimantan Timur. Peneliti akan menganalisis hasil
temuan-temuan selama penelitian dilakukan kemudian dibedah
menggunakan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang telah
dilakukan.

Bab IV Penutup yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran yang
merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil
penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak

terkait.
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BABII
TINJAUAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI, JAMINAN
REKLAMASI, PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
BATUBARA, TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN
HUKUM

A. Tinjauan Umum tentang Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Teori implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu fo
implement. Dalam  kamus  bahasa  inggris implement
(mengimplementasikan) bermakna alat atau perlengkapan.?

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah
sebagaimana yang diungkapkan oleh Jones, dimana implementasi
diartikan sebagai “getting the job done” dan * doing it”. Tetapi dibalik
kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi
kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan
dengan mudah. Implementasi kebijakan baik buruknya akan sangat
dipengaruhi oleh prilaku para pelaksana kebijakan namun implementasi
kebijakan merupakan aspek penting dari seluruh pelaksanaan proses
pembuatan kebijakan. Udji mengemukakan implementasi kebijakan
merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting dari
pada pembuatan kebijakan.

Dalam kajiannya mengenai implementasi kebijakan, Pressman

dan Wildavsky mendefinisikan implementasi sebagai berikut:

32Joko siswanto, kamus lengkap 200 juta, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm 347.
3Joko Pramono, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, (Surakarta: Unisri Press,
2020), hlm.57-58.
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“Implementation may be viewed as a process of interaction

’

between setting of goals and the actions geared to achieving them.’
“Program implementation thus becomes a seamless web.”

“Implementation, then, is the ability to forge subsequent links in the

’

causal chain connecting actions to objectives.’

Menurut kedua pakar di atas, implementasi mungkin dapat
dipandang sebagai sebuah proses interaksi antara suatu perangkat tujuan
dan tindakan yang mampu untuk meraihnya. Selain itu, implementasi
atau penerapan program dengan demikian telah menjadi suatu jaringan
yang tak nampak. Mereka berpendapat bahwa implementasi adalah
kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam
rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.
Dalam rangka merespon definisi implementasi yang dikemukakan oleh
Pressman dan Wildavsky di atas, Charles O. Jones berpendapat bahwa
“These interactive elements are vital to the whole concept of
implementation” (unsur-unsur ini penting bagi konsep implementasi
secara menyeluruh).3*

Implementasi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
mempunyai arti penerapan.>

Berikut pengertian implementasi dalam buku Analisis

Kebijakan Publik karya Subarsono:

3Encep Syarif Nurdin, Teori-teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik, (Bandung:
Maulana Media Grafika, 2019), him. 25.

3Bambang Sarwiji, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Ganeca Exac, 2006), him.
284.
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Subarsono menjelaskan bahwasanya implementasi dapat dimaksud
kan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian
suatupekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh
hasil dari tujuan yang diinginkan.

Solichin menjelaskan implementasi adalah tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok
pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-
tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pressman dan Wildavsky menjelaskan implementasi adalah
(implimentation as to carry out, accomplish, fullfil, produce,
complete) membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan
melengkapi. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana
(alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat
praktis terhadap sesuatu.

. Wahab menjelaskan implementasi adalah tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok pemerintah
atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang
telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dunn menjelaskan implementasi merupakan tindakan-tindakan
untukmencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan
kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat
pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkan implementasi

secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi
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kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik.
Menurutnya implementasi kebijakan (Policy Implementation)
adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam
kurun waktu tertentu, ia juga menjelaskan bahwa implementasi
merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah
digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan

baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.*¢

Secara luas implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan
undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik
yang bekerja bersama untuk menjalankan suatu kebijakan dalam upaya
meraih tujuan dari kebijakan program. Pada sisi yang lain dijelaskan
bahwasanya implementasi merupakan fenomena kompleks yang
mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output)
dan juga suatu dampak (outcame). Misalnya implementasi dikonsepkan
sebagai suatu proses, dan serangkaian putusan yang diterima oleh
lembaga untuk dijalankan.

Dari paparan diatas dapat penulis ambil kesimpulan bahwasanya
implementasi adalah proses dari penerapan ide, konsep dan kebijakan.
Hal ini menunjukan bahwasanya implementasi merupakan salah satu
dari variable penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu

kebijakan dalam memecahkan masalah atau persoalan.

36Subarsono, Analisis Kebiajakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), him. 30.
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2. Model dan Proses Implementasi Kebijakan

Asumsi umum yang sering dibuat oleh para pakar yang
menganalisa kebijakan dan membangun model-model proses kebijakan
yaitu bahwa saat sebuah kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut akan
terlaksana dengan sendirinya dan hasil yang didapat pasti akan sesuai
dengan hasil yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan.

Asumsi tersebut dipengaruhi oleh kondisi-kondisi politik dan
organisasi. Sebagai contohnya, keadaan-keadaan politik pada negara-
negara di benua Asia dan Afrika berbeda dengan kebanyakan negara-
negara Barat. Kebijakan pemerintah pada negara-negara di benua Asia
dan Afrika sering ditafsirkan sebagai hasil dari permintaan-permintaan
(demands) dan tekanan-tekanan (pressures) dari pihak-pihak yang
berkepentingan. Smith berpendapat bahwa pengaruh partai-partai
politik dan kelompok-kelompok kepentingan tersebut mungkin masih
belum berkembang atau mungkin karena adanya tekanan dari tindakan
pemerintah. Jika dibandingkan dengan negara-negara barat,
kepentingan dan tantangan di masyarakat barat tertuju pada para
pembuat kebijakan (policy makers).>’

Jika sebuah kebijakan dibuat (atau tidak dibuat), maka berbagai
macam kepentingan mengetahui bahwa keputusan ini akan
diimplementasikan. Oleh karena itu, peran nyata dari kelompok-

kelompok kepentingan dan kelompok lainnya (termasuk partai politik)

3"Encep Syarif Nurdin, Op. Cit, him. 28.
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akan terlihat jelas pada saat kebijakan-kebijakan tersebut
diimplementasikan oleh pemerintah. Kelemahan implementasi
kebijakan pada negara-negara dunia ketiga yakni kapasitas atau
kemampuan untuk mengeksekusi kebijakan tersebut. Jika pemerintah
pada sebuah negara dunia ketiga mengimplementasikan sebuah
kebijakan, birokrasi yang seharusnya mengimplementasikan kebijakan
tersebut sering mengalami hambatan karena kurangnya kapasitas atau
kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Implementasi kebijakan, menurut Smith, terjadi ketika sebuah
kebijakan (policy) yang telah melalui proses pembuatan kebijakan
(policy making process) masuk pada tahap implementasi. Pada tahap
implementasi, terdapat empat komponen yang saling mempengaruhi
dan merupakan suatu kesatuan. Ke empat komponen tersebut antara
lain: kebijakan yang diidealkan (the idealized policy), kelompok sasaran
(the target groups), badan pelaksana (the implementing organization),
dan Faktor-faktor lingkungan (environment faktors).
a. Kebijakan yang diidealkan (idealized policy)

Kebijakan yang diidealkan didefinisikan sebagai pola-pola
interaksi ideal yang telah definisikan dalam kebijakan oleh para
perumus kebijakan  (policy-maker) dengan tujuan untuk
diperkenalkan. Dalam hal ini, Smith mengklasifikasikan kebijakan
yang diidealkan menjadi empat kategori variabel yang relevan,

yaitu:
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Y

2)

3)

4)

Kebijakan formal (the formal policy), yaitu pernyataan suatu
keputusan yang bersifat formal, hukum, atau program yang
pemerintah coba implementasikan;

Jenis kebijakan (the type of policy), yaitu jenis-jenis kebijakan
yang dalam hal ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu:
kebijakan yang pada hakikatnya bersifat rumit atau bahkan
sederhana; kebijakan yang dikategorikan berhubungan dengan
organisasi atau tidak berhubungan sama sekali; dan kebijakan
yang bersifat distributive, re-distributive, regulatory, self-
regulatory, atau emotive-symbolic.

Program (the program), yaitu program kebijakan yang
mengandung tiga aspek, antara lain: Intensitas dukungan
(intensity of support), sumber kebijakan (the source of the
policy), dan ruang lingkup (scope)

Gambaran mengenai kebijakan (images of the policy), yaitu
gambaran-gambaran umum secara lengkap mengenai kebijakan

yang akan diimplementasikan.

. Kelompok sasaran (target groups)

Kelompok sasaran (farget groups) yaitu individu maupun

sekelompok orang yang secara langsung mendapat pengaruh dari

kebijakan dan mereka harus mengadopsi pola-pola interaksi

(kebijakan) tersebut sebagaimana diharapkan oleh perumus
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kebijakan. Dalam hal ini, menurut Smith terdapat tiga faktor yang

berpengaruh, yaitu:

1) Derajat kelembagaan atau antar-kelembagaan dari kelompok
sasaran (the degree of organization or institutionalization of the
target group);

2) Kepemimpinan kelompok sasaran (the leadership of the target
group);

3) Pengalaman kebijakan sebelumnya dari kelompok target (the
prior policy experience of the target group).>®

c. Badan pelaksana (implementing organization)

Badan pelaksana (implementing organization) yaitu
organisasiorganisasi pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah
yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan
kebijakan tersebut. Terdapat tiga variabel kunci untuk
mempertimbangkan hal ini dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1) Struktur organisasi dan personil (the structure and personel).
Menurut Smith, variabel ini berkaitan dengan stabilitas struktur
dan  kualifikasi  anggota  yang  ditugaskan  untuk
mengimplementasikan kebijakan.

2) Kepemimpinan lembaga administratif (the leadership of the

administrative organization). Dalam hal ini, gaya dan sifat

31bid, hlm. 33-35.
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kepemimpinan badan pelaksana akan menentukan proses
implementasi kebijakan;

3) Kemampuan dan program yang diimplementasikan (the
implementing program and capacity). Variabel terakhir ini
berkaitan dengan intensitas dan kepedulian organisasi untuk
mengorganisasikan guna mencapai tujuan dari program yang
diimplementasikan

d. Faktor-faktor lingkungan (environment faktors)

Faktor-faktor lingkungan (environment faktors) yaitu unsur-
unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh
implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan
politik. Smith memperjelas bagaimana komponen lingkungan
mempengaruhi proses implementasi kebijakan dengan memberikan
contoh kebijakan yang diimplementasikan pemerintah daerah pada
negara-negara di dunia ketiga. la menyatakan bahwa “In policies
related to local self-government in Third World nations, the basic
cultural and sosial life-styles at the village level may be an
environmental constraint of great magnitude.” Gaya hidup sosial
dan kebudayaan dasar pada tingkat desa mungkin akan menjadi
sebuah hambatan lingkungan skala besar. Dari contoh tersebut,
Smith memandang bahwa begitu pentingnya komponen lingkungan

yang harus dipertimbangkan dalam proses implementasi kebijakan.

39



Implementasi kebijakan dalam proses kebijakan publik
merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi
kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.
Anderson mengemukakan bahwa “Policy implementation is the
application af the policy by the government's administrative machinery
to the problem”. Kemudian Edwards I1I mengemukakan bahwa “Policy
implementation is the stage of policy making between the establishment
of a policy and the consequences of the policy for the people whom it
affects”. Sedangkan Grindle mengemukakan bahwa “implementation -
a general process of administrative action that can be investigated at
specific program level” *°

Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa,
implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif
yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini
terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.
Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down,
maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih
abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.
Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika bottom-up, dalam
arti proses ini di awali dengan pemetaan kebutuhan publik atau
pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian

dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk

3Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik, (Bandung:AIPI, 2006), hlm. 24-25.
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ditetapkan. proses administratif yang dilakukan oleh unit-unit
administratif pada setiap level pemerintahan disejalankan dengan tipe-
tipe kebijakan yang telah ditetapkan. Tipe-tipe kebijakan tersebut dapat
bersifat: distributive, regulatory, selfregulatory, re-distributive”. Proses
kegiatan ini disertai dengan tindakan-tindakan yang bersifat alokatif,
yaitu tindakan yang menggunakan masukan sumber daya yang berupa
uang, waktu, personil, dan alat. Selanjutnya tindakan implementasi
kebijakan dapat pula dibedakan ke dalam “Policy inputs and policy
process”. Policy inputs berupa masukan sumber daya, sedangkan policy
process bertalian dengan kegiatan administratif, organisasional, yang
membentuk transformasi masukan kebijakan ke dalam hasil-hasil
(outputs) dan dampak (impact) kebijakan. Dengan bertitik tolak dari
uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi dan tujuan
implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang
memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik
dapat diwujudkan sebagai “outcome” (hasil akhir) dari kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai “policy
delivery sistem”. Maksudnya, sebagai suatu sistem

penyampaian/penerusan kebijakan.*

“Ibid, hlm. 27-28.
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3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi

Kebijakan

Donal Van Meter dan Carl Van Horn menyatakan pentingnya
membedakan isi (content) kebijakan karena efektivitas implementasi
akan sangat bervariasi bergantung pada tipe dan isu kebijakan, faktor-
faktor yang mempengaruhi proses implementasi juga akan sangat
berbeda.*!

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara
sempurna diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat yang
dimaksud adalah sebagai berikut:*?

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan
menimbulkan gangguan yang serius
Beberapa hambatan saat implementasi kebijakan seringkali berada
di luar kendali para administrator. Sebab, hambatan-hambatan itu
memang di luar jangkauan wewenang kebijakan dan badan
pelaksananya. Hambatan- hambatan tersebut diantaranya mungkin
bersifat fisik. Adapula kemungkinan lain bahwa hambatan-
hambatan implementasi itu bersifat politis.

b. Untuk pelaksanaan program, tersedia waktu dan sumber yang cukup

memadai

“'Sahya Anggara, Kebijakan Publik, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 240.
42Joko Pramono , Op. Cit, him. 43.
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Syarat kedua ini sebagian tumpang tindih dengan syarat pertama
yang telah disebutkan di atas. Dalam artian, tak jarang ia muncul di
antara kendala- kendala yang bersifat eksternal. Jadi, kebijakan yang
memiliki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak
berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.

Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
Persyaratan ketiga ini lazimnya mengikuti persyaratan kedua di atas.
Dalam artian, di satu pihak harus dijamin tidak terdapat kendala-
kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan di lain
pihak pada setiap tahapan proses implementasinya perpaduan di
antara sumber-sumber tersebut harus benar-benar dapat disediakan.
. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu
hubungan kausalitas yang andal

Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplementasikan secara efektif,
bukan lantaran ia telah diimplementasikan secara sembrono,
melainkan karena kebijakan itu sendiri memang kurang baik.
Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai
penghubungnya

Dalam hubungan ini, Pressman dan Wildavsky (1973)
memperingatkan bahwa kebijakan-kebijakan yang hubungan sebab-
akibatnya tergantung pada mata rantai yang amat panjang, maka ia

akan mudah sekali mangalami keretakan. Sebab, semakin panjang
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mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal balik di
antara mata rantai penghubungnya, dan semakin menjadi kompleks.

f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil
Implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa
hanya terdapat badan pelaksana tunggal (single agency), untuk
keberhasilan misi yang diembannya, tidak perlu tergantung pada
badan-badan lain. Kalaupun dalam pelaksanaannya harus
melibatkan badan-badan lainnya, maka hubungan ketergantungan
dengan organisasi-organisasi ini harus pada tingkat yang minimal,
baik dalam artian jumlah maupun kadar kepentingannya.

g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
Persyaratkan ini mengharuskan adanya pemahaman dan
kesepakatan yang menyeluruh mengenai tujuan atau sasaran yang
akan dicapai. Yang penting, keadaan ini harus dapat dipertahankan
selama proses implementasi. Tujuan tersebut harus dirumuskan
dengan jelas, spesifik, dan lebih baik lagi apabila dapat
dikuantifikasikan, dipahami, serta disepakati oleh seluruh pihak
yang terlibat dalam organisasi, bersifat saling melengkapi dan
mendukung, serta mampu berperan selaku pedoman dimana

pelaksanaan program dapat dimonitor.*?

43 Ibid, hlm. 45-46.
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h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
Persyaratan ini mengandung makna bahwa dalam mengayunkan
lagkah menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati,
masih dimungkinkan untuk memerinci dan menyusun dalam urutan-
urutan yang tepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap
pihak yang terlibat

i.  Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
Persyaratan ini menggariskan bahwa harus ada komunikasi dan
koordinasi yang sempurna di antara berbagai unsur atau badan yang
terlibat dalam program. Hood (1976) dalam hubungan ini
menyatakan, guna mencapai implementasi yang sempurna
barangkali diperlukan suatu sistem satuan administrasi tunggal
(unitary administrative sistem) seperti halnya satuan tentara yang
besar tapi hanya memiliki satu satuan komando tanpa
kompartementalisasi atau konflik di dalamnya.

j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut
dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna
Persyaratan ini menandaskan bahwa mereka yang memiliki
wewenang seharusnya juga mereka yang memiliki kekuasaan, dan
mampu menjamin tumbuh kembangnya sikap patuh yang
menyeluruh dan serentak dari pihak-pihak lain, baik yang berasal
dari kalangan dalam badan/organisasi sendiri maupun yang berasal

dari luar, yang kesepakatan dan kerja samanya amat diperlukan demi
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berhasilnya misi program (dikutip oleh Solichin Abdul Wahab,
2014).4
Sayid Zainal Abidin menegaskan bahwa kondisi kebijakan
adalah  faktor yang paling menentukan dalam  proses
pelaksanaan/implementasi kebijakan, karena yang dilaksanakan justru
kebijakan itu sendiri. Tanpa ada kebijakan tidak ada yang dilaksanakan.
Pada awalnya berhasil atau tidaknya pelaksanaan kebijakan ditentukan
oleh dua hal, yaitu: pertama, kualitas kebijakan; kedua, ketepatan
strategi pelaksanaan. Kebijakan yang tidak berkualitas tidak akan
bermanfaat untuk dilaksanakan, sedangkan strategi pelaksanaan yang

tidak tepat seringkali tidak mampu memperoleh dukungan publik.*

4. Implementasi Teori Hukum Lawrence M. Friedman

Implementasi hukum idealnya harus dilakukan melalui
pendekatan sistem hukum (legal sistem). Sudikno Mertokusumo
mengartikan sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari
unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama
untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.*® Menurut Lawrence M.
Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu struktur

hukum, substansi hukum dan kultur hukum.

“Ibid, hlm. 47.

“Awan Y. Abdullah dan Yudi Rusfiana, Teori dan Analisis Kebijakan Publik,
(Bandung:Alfabeta, 2016), him. 60.

46Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1991), him. 102.
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a. Struktur Hukum (legal structure)

Struktur hukum bergerak dalam suatu mekanisme Lembaga
pembuat Undang-Undang, Pengadilan, Penegak Hukum dan Badan
yang berwenang menegakkan hukum.*’ Termasuk didalamnya juga
adalah profesionalisme aparat penegak hukum yang sangat berkaitan
erat dengan kualitas sumber daya manusianya. Dua hal terkait
profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia adalah pola
rekrutmen, sistem pendidikan dan jenjang karir.*® Struktur hukum erat
kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat
penegak hukum, dalam sistem peradilan, aplikasi penegakan hukum
dilakukan oleh Penyidik, Penuntut, Hakim dan Advokat.*’

Struktur hukum (/egal structure) adalah alah satu subsistem
yang perlu mendapat sorotan saat ini. Hal ini dikarenakan struktur
hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum.
Budaya hukum adalah sikap mental yang menentukan bagaimana
hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Struktur
hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan
menciptakan ketidakpatuhan (disobedience) terhadap hukum. Dengan

demikian struktur hukum yang menyalahgunakan hukum akan

4TAzhar, Sistem Hukum Indonesia, (Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya, 2017), hlm. 18.

48Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, Dasar-dasar ilmu hukum, Memahami
Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2021), hlm. 384.

“Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung: Nusa Media,
2011), hlm.8.
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melahirkan budaya menelikung dan menyalahgunakan hukum.
Berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada pelaksananya
yaitu aparatur penegak hukum.*°

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup dari istilah
penegak hukum luas sekali, karena mencakup mereka yang secara
langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang
penegakan hukum. Dari pengertian yang luas tadi, Soerjono Soekanto
lebih membatasi pengertiannya yaitu kalangan yang secara langsung
berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya
mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance.
Dengan demikian mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang
Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, = Kepengacaraan, dan
Pemasyarakatan.’!

Pembidangan hukum dalam komponen struktural, yaitu
hukum publik dan hukum perdata serta hukum materiil dan formal,
yaitu:

1) Hukum Tata Negara atau Hukum Negara yang terdiri dari:
a) Materiil, b) Formal

2) Hukum Administrasi Negara
a) Materiil, b) Formal.

3) Hukum Perdata

S0Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American

Law An Introduction, Alih Bahasa: Wisnu Basuki,(Jakarta: Tatanusa, 2001), him. 7.

51Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada, 2007), him. 19.
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a) Hukum Perdata materiil yang mencakup:
(1) Hukum Pribadi
(2) Hukum Harta Kekayaan yang terdiri dari:
(@) Hukum Benda yaitu ; Hukum Benda Tetap atau
Hukum Agraria dan Hukum Benda Lepas
(b) Hukum Perikatan yaitu; Hukum Perjanjian, Hukum
Penyelewengan Perdata dan Hukum Perikatan
Lainnya
(c) Hukum Objek Imateriil
4) Hukum Pidana
a) Hukum Pidana materiil
b) Hukum Pidana formal.>

b. Substansi Hukum (Legal Substance)

Substansi hukum meliputi, isi dari suatu aturan. Bahkan
lebih dari itu, substansi hukum juga meliputi bagaimana cara
pembentukannya. Apakah sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara
pembentukannya? Apakah substansi hukum responsive terhadap
perkembangan dalam masyarakat? Apakah substansi hukum akan
menimbulkan permasalahan dalam penegakan ataukah tidak?>3

Substansi hukum merupakan hasil nyata dari sistem hukum

yaitu hukum in concreto (kaedah hukum individual) seperti

S2Harsanto Nursadi, Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hlm.
L.6.
53Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, Loc. Cit.
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keputusan, kasus dan yurisprudensi, dan hukum in abstracto yang

merupakan kaedah hukum umum berlaku bagi siapa saja.>*

Kaedah hukum individual adalah kaedah yang hanya
ditujukan pada pihak-pihak atau individu-individu tertentu saja,
contohnya:

1) Putusan yang ditetapkan oleh pengadilan, misalnya seseorang
diputuskan dihukum selama 5 tahun karena telah melakukan
pembunuhan.

2) Keputusan (bestuur) yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya
seseorang yang diberi izin untuk melakukan impor bahan makanan
atau seseorang yang diberi izin untuk mengemudikan kendaraan
bermotor (diberi SIM).

3) Panggilan yang dilakukan oleh Kepolisian, yaitu seseorang yang
dipanggil untuk keperluan memberi keterangan kepada Polisi.

4) Persetujuan dalam suatu perjanjian, misalnya seseorang yang akan
menyerahkan haknya (dalam bentuk jual beli atau sewa), atau
seseorang yang harus menyerahkan kewajibannya (dalam

membayar sewa atau piutang).

Pada kaidah hukum umum, merupakan kaidah umum yang
bersifat abstrak karena berlakunya kaidah semacam itu tidak ditujukan

kepada individu-individu tertentu tetapi kaidah ini ditujukan kepada

3 Azhar, Loc. Cit.
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siapa saja yang dikenai perumusan kaidah umum tersebut. Kaidah ini
dapat dibaca pada perumusan berbagai Undang-Undang yang ada.>

c. Kultur Hukum (Legal culture)

Kultur hukum pada hakikatnya adalah kesadaran hukum
masyarakat. Ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan merupakan
prasyarat utama bekerjanya suatu sistem aturan hukum dengan baik.
Kesadaran hukum masyarakat ini tidak terlepas dari nilai-nilai yang
terkandung oleh suatu bangsa. Ketaatan terhadap aturan hukum
haruslah bersifat otonom. Artinya, ada kesadaran dari hati nurani
untuk mentaati aturan. Ketaatan terhadap aturan hukum sebaiknya
tidak bersifat heteronom. Artinya ketaatan tersebut berdasarkan
adanya tekanan atau paksaan dari luar diri sendiri.>®

Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku
terhadap hukum, ide-ide atau pengharapan masyarakat terhadap
hukum dan sistem hukum serta keseluruhan faktor-faktor yang
menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang
sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka
budaya masyarakat.>’

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa kultur hukum
merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu

tuntutan, permintaan atau kebutuhan yang datangnya dari masyarakat

SSHarsanto Nursadi, Op. Cit., hlm. 1.7.
56Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, Loc. Cit.
S"Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), him. 224.
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atau pemakai jasa hukum. yang berkaitan dengan ide, sikap,
keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum. Oleh karena itu
budaya hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai dan
sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum.
Kultur hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif,
legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat. Kultur
hukum atau budaya hukum masyarakat juga dipakai untuk
menjelaskan sistem hukum. Misalnya untuk menjelaskan mengapa
sistem hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau
dalam perjalanannnya berbeda dari pola aslinya.

5. Implementasi Teori Keadilan John Rawls

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama
dari hadirnya institusi-institusi sosial (sosial institutions). Akan tetapi,
kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau
mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa
keadilan, khususnya masyarakat lemah.’® Oleh karena itu, sebagian
kalangan menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif “liberal-
egalitarian of sosial justice”’

Teori Rawls ini sering disebut justice as fairness (keadilan

sebagai kelayakan). John Rawls mengkonsepkan keadilan sebagai

8John Rawls, 4 Thery of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hIm. 61.

3Pan Mohammad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi Nomor I Volume 6,
2009, him. 140.
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fairness yang mengandung asas-asas ‘“bahwa orang-orang yang
merdeka yang rasional yang berkehendak untuk mengembangkan
kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan
yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang
fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka
kehendaki.”®?
Menurut John Rawls, ada dua prinsip dasar dari pada keadilan
yaitu:
a. Prinsip Kebebasan
Sistem total kebebasan-kebebasan dasar yang sebesar
mungkin ada dalam tiap-tiap pribadi manusia, sejauh sistem
kebebasan itu dapat disesuaikan dengan sistem kebebasan yang
sama besar bagi orang lain. Menurut prinsip ini keseluruhan
keuntungan masyarakat dibagi rata di antara anggota-anggota
masyarakat yang sama.Pemerataan yang ditujui mencakup
pemerataan dalam kebebasan-kebebasan dalam peluang untuk
berkembang, juga pemerataan dalam pendapatan dan kekayaan.
Prinsip ini tidak berlawanan dengan kemungkinan untuk mencari
untung melalui  kegiatan pribadi, asal saja kegiatan ini

menguntungkan segala pihak.!

60 Ibid.,hlm. 62.
1Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta: Kanisius, 1990),

hlm. 200.
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Prinsip ini adalah prinsip yang dibenarkan oleh orang-orang
yang fair (netral). Tidak ada seorangpun yang rasional, yang ingin
membatasi kebebasan bagi suatu kelompok kalau ia telah
mengetahui adanya kesempatan yang mungkin digunakannya untuk
menjadi anggota dari kelompok tersebut.5?

b. Prinsip Ketidaksamaan
Situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan sedemikian
rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang
paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi, yaitu:®*

1) Situasi ketidaksamaan menjamin maksimum bagi golongan
orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus
demikian sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi bagi
golongan orang-orang kecil.

2) Ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi
semua orang, maksudnya agar kepada semua orang diberikan
peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman
ini, semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama
dan lain-lain ditolak.

Tegasnya, ketidaksamaan sosial dan ekonomi, dianggap

tidak ada kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh

02Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi
Undang-undang, (Jakrta: Kencana, 2009), him. 282.
93Theo Huijbers, Loc. Cit.
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masyarakat. Maka, prinsip kebenaran kedua ini yang akan
dibenarkan oleh semua orang yang fair.

Prinsip pertama yaitu kebebasan, mencoba membagi antara
aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin
kebebasan warga negara dan aspek-aspek yang menunjukkan dan
mengukuhkan perbedaan sosial-ekonomi. Prinsip pertama diharuskan
setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak
dasar yang sama.%*

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan
kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan
dalam otoritas dan tanggung jawab atau rantai komando. Sementara
distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, masyarakat yang
menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka
bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur
perbedaan sosial-ekonomi sedemikian sehingga semua orang

diuntungkan.®

B. Tinjauan Umum tentang Jaminan Reklamasi

1. Pengertian Jaminan Reklamasi

Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang
Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus

sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan reklamasi begitupun

John Rawls, Op. Cit., hlm. 72.
8 1bid.,hlm. 73.

55



dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang
bahwa jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan
sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.

Reklamasi itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa
reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha
pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas
lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai
peruntukannya sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka
meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut
lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan
lahan atau drainase. Kegiatan reklamasi merujuk pada definisi diatas
merupakan suatu instrument pembangunan yang mengubah bentang laut
menjadi darat yang bertujuan meningkatkan manfaat atau nilai tambah
dengan tetap memperhitungkan aspek lingkungan, sosial dan

ekonomi.®®

]gbal Suhaemi Gultom et. al., Reklamasi di Indonesia, Kementrian Kelautan dan
Perikanan, 2019, hlm. 6.
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Akhir dari kegiatan pertambangan ialah reklamasi yang
diharapkan dapat mengembalikan lahan kepada keadaan semula,
bahkan jika memungkinkan dapat lebih baik dari kondisi sebelum
penambangan. Kegiatan reklamasi meliputi pemulihan lahan bekas
tambang untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologinya dan
mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologinya
untuk pemanfaatan selanjutnya. Sasaran akhir dari reklamasi adalah
untuk memperbaiki lahan bekas tambang agar kondisinya aman, stabil
dan tidak mudabh tererosi sehingga dapat dimanfaatkan kembali.’

Salah satu kegiatan penting dalam usaha pertambangan adalah
kegiatan reklamasi yang bertujuan untuk memastikan pengembalian
lahan sebagaimana peruntukan awalnya sebelum lahan itu di tambang.
Kegiatan reklamasi menjadi penting dalam hal ini untuk meminimalisir
dampak pertambangan terhadap lingkungan antara lain ditujukan untuk
pencegahan erosi atau mengurangi kecepatan aliran air limpasan dari
pertambangan, serta menjaga lahan agar tidak labil dan produktif. Selain
itu, reklamasi juga diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah bagi
lingkungan dan menciptakan keadaan yang jauh lebih baik

dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.5®

7 Hirfan, Strategi reklamasi Lahan Pasca Tambang, Jurnal llmiah Illmu-ilmu Teknik
Nomor I Volume I, Dinas PU Luwu Timur, 2016, hlm. 105.

%Rabin Ibnu Zainal et. al., Pedoman Memahami Reklamasi dan Pascatambang serta
Pascaoperasi di Sektor Minerba, (Palembang: Unsri Press, 2018), hlm.2.
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2. Tahap-tahap Jaminan Reklamasi

Jaminan reklamasi dibagi menjadi beberapa tahapan, yakni
jaminan reklamasi tahap eksplorasi dan jaminan reklamasi tahap operasi

produksi.®’

a. Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi

1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib
menyediakan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai
dengan penetapan besaran Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi
oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya.

2) Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi ditempatkan seluruhnya di
awal sesuai dengan penentuan biaya Reklamasi tahap Eksplorasi
dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya Eksplorasi.

3) Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap Eksplorasi
disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau
gubernur sesuai dengan kewenangannya.

4) Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi berupa Deposito Berjangka

atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh BPD Kaltim atas nama

®Dwi Haryadi et. al., Antara Ekspektasi dan Implementasi (Studi Problematika
Pertambangan Timah di Pulau Belitung, (Yogyakarta: Istana Media, 2018), hlm. 31.
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5)

6)

7)

8)

Gubernur qq perusahaan yang bersangkutan dengan jangka

waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Reklamasi tahap

Eksplorasi.”

Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi ditempatkan dalam bentuk

mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat.

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai

dengan kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP

Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi untuk mengubah jumlah

jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi apabila:

a) terjadi perubahan atas rencana Eksplorasi; atau

b) biaya pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi tidak sesuai
dengan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi.

Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi tidak

menghilangkan kewajiban pemegang IUP Eksplorasi dan [UPK

Eksplorasi untuk melaksanakan Reklamasi.

Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Reklamasi tahap

Eksplorasi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi

tanggung jawab pemegang IUP Eksplorasi atau I[UPK

Eksplorasi.”!

70 Pasal 18 ayat 1 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
""Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827
K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, Lampiran

VL hlm. 239.
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b. Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi

Y

2)

3)

4)

5)

6)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
wajib menyediakan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi
sesuai dengan penetapan besaran Jaminan Reklamasi tahap
Operasi Produksi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau
gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk periode 5
(lima) tahun pertama ditempatkan seluruhnya untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun.

Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, Jaminan
Reklamasi tahap Operasi Produksi sesuai dengan umur tambang.
Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk periode 5
(lima) tahun berikutnya dapat ditempatkan seluruhnya untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun atau setiap tahun, berdasarkan hasil
evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan.

Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi setiap
tahun dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya Operasi
Produksi tahunan.

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
wajib mengajukan bentuk Jaminan Reklamasi tahap Operasi
Produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau

gubernur sesuai dengan kewenangannya.
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7) Bentuk Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi dapat

berupa:

a)

b)

d)

Rekening Bersama ditempatkan pada bank Pemerintah di
Indonesia atas nama Direktur Jenderal atau gubernur dan
Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi
Produksi;
Deposito Berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di
Indonesia atas nama Direktur Jenderal atau gubernur qq
pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi
Produksi yang bersangkutan dengan jangka waktu
penjaminan sesuai dengan jadwal Reklamasi tahap Operasi
Produksi;
Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di
Indonesia atau bank swasta Nasional di Indonesia dengan
jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Reklamasi
tahap Operasi Produksi; atau
Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve), dapat
ditempatkan apabila pemegang IUP Operasi Produksi atau
IUPK Operasi Produksi tersebut memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
(1) terdaftar pada bursa efek di Indonesia dan telah
menempatkan sahamnya lebih dari 40% (empat puluh

persen) dari total saham yang dimiliki; dan
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(2) mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari US$
50.000.000,00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat)
sebagaimana yang tercantum dalam akta pendirian
perusahaan dan/atau perubahannya yang disahkan oleh
notaris.

8) Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi ditempatkan dalam
mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat.

9) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya menetapkan bentuk Jaminan Reklamasi
tahap Operasi Produksi yang ditempatkan oleh pemegang IUP
Operasi Produksi atau [UPK Operasi Produksi.

10) Dalam hal Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi dalam
bentuk Bank Garansi telah habis masa berlakunya, pemegang
IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib
memperpanjang masa berlaku jaminan sebelum dinyatakan
secara tertulis dapat dilepaskan oleh Direktur Jenderal atas nama
Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

11) Tata cara penempatan Jaminan Reklamasi tahap Operasi
Produksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

12) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
yang menempatkan jaminan Reklamasi dalam bentuk Cadangan

Akuntansi (Accounting Reserve) yang telah memenuhi
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persyaratan harus menyampaikan surat pernyataan penempatan
Jaminan Reklamasi yang disahkan oleh notaris kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya.

13) Surat pernyataan penempatan Jaminan Reklamasi dalam bentuk
cadangan akuntansi (Accounting Reserve) harus disertai dengan
laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan
publik.

14) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP
Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk mengubah
jumlah Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi apabila:

a) terjadi perubahan atas rencana Reklamasi tahap Operasi
Produksi; atau

b) biaya pelaksanaan kegiatan Reklamasi tahap Operasi
Produksi tidak sesuai dengan rencana Reklamasi tahap
Operasi Produksi.

15) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP
Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk mengubah
bentuk jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi berdasarkan

pertimbangan:
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a) kinerja pemegang IUP Operasi Produksi dan [UPK Operasi
Produksi; dan/atau

b) kemampuan keuangan pemegang IUP Operasi Produksi dan
IUPK Operasi Produksi.

16) Pemegang IUP Operasi Produksi dan ITUPK Operasi Produksi
dapat mengajukan perubahan bentuk Jaminan Reklamasi tahap
Operasi Produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau
gubernur sesuai dengan kewenangannya.

17) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya memberikan persetujuan perubahan
bentuk Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi berdasarkan
pertimbangan sebagai berikut:

a) kinerja pemegang IUP Operasi Produksi dan [UPK Operasi
Produksi; dan/atau

b) kemampuan keuangan pemegang IUP Operasi Produksi dan
IUPK Operasi Produksi.

18) Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi tidak
menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan
IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan Reklamasi tahap
Operasi Produksi.

19) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Reklamasi tahap

Operasi Produksi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap
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menjadi tanggung jawab Pemegang [UP Operasi Produksi dan
IUPK Operasi Produksi.”?
3. Pelaksanaan Reklamasi

Tanggung jawab utama pelaksanaan reklamasi berada pada
pemegang izin pertambangan sesuai dengan rencana reklamasi yang
telah disetujui oleh Kementerian ESDM atau Gubernur sesuai dengan
kewenangan masing-masing.”® Pelaksanaan reklamasi wajib dipimpin
oleh Kepala Teknik Tambang yang dibantu oleh petugas yang
berkompeten di dalam pelaksanaan reklamasi pada lahan-lahan yang
terganggu.’* Lahan tergangu yang dimaksud untuk kegiatan eksplorasi
adalah lahan bekas eksplorasi dan lahan bekas fasilitas penunjang
eksplorasi sedangkan lahan tergangu pada kegiatan operasi produksi
adalah lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang seperti
tempat penimbunan batuan samping atau tanah batuan penutup, tempat
penimbunan tanah zona pengakaran, tempat penimbunan komoditas
tambang, jalan tambang atau jalan angkut instalasi dan fasilitas
pengolahan dan pemurnian, fasilitas penunjang, kantor dan perumahan,
pelabuhan khusus/ dermaga, lahan penimbunan dan pengendapan

tailing.” Setelah tidak ada kegiatan pada lahan terganggu, pada wilayah

2Ibid, him. 240-243.

3Bundesanstalt Fur Geowissenschaften und Rohstoffe dan Kementerian Energi dan
Sumberdaya Mineral (ESDM), Buku Pegangan untuk Praktik Terbaik dalam Reklamasi Tambang
Darat Timah Aluvial di Indonesia, (Jakarta, 2019), him. 5.

"4Pasal 41 Ayat 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara.

>Rabin Ibnu Zainal et. al, Op. Cit, hlm. 48.
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tersebut direncanakan untuk dilanjutkan kegiatan penambangan
kembali, kegiatan reklamasi tahap operasi produksi dalam rangka
pengendalian kualitas air permukaan, erosi, dan sedimentasi wajib
dilakukan oleh pemegang izin.”® Pemegang IUP Operasi dan TUPK
Operasi Produksi termasuk izin pertambangan yang dikeluarkan oleh
pemerintah wajib melakukan kegiatan reklamasi selama 30 (tiga puluh)
hari sejak tidak digunakan area yang telah ditambang.”’

Potensi wilayah merupakan sesuatu yang mendasar untuk
reklamasi tambang dan hal ini perlu disesuaikan dalam kerangka
pembangunan bekelanjutan. Untuk menentukan posisi strategis
kawasan bekas tambang dalam kerangka pengembangan wilayah maka
perlu dilakukan kajian terhadap kondisi geologi, metode penambangan,
kondisi tanah, hidrologi dan iklim serta kondisi lingkungan sekitar
tambang. Dengan mengetahui posisi strategis dan aspek teknososial-
ekonominya maka dapat ditentukan bentuk penggunaan lahan yang
terbaik bagi lahan bekas tambang dan selanjutnya metode reklamasi
disesuaikan dengan rencana penggunaan lahan paska tambang.”®

Tahapan reklamasi lahan tambang secara teknis terdiri dari

recontouring/regrading/resloping lubang bekas tambang dan

"6Pasal 43 ayat (6) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara.

""Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.

"8A. Subardja Dj dan R. Noviardi, “Pemanfaatan Lahan Paska Penambangan Batubara di
Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur”, Proseding Seminar Geoteknologi Kontribusi Ilmu
Kebumian dalam Pembangunan Berkelanjutan, LIPI, Bandung 03 Desember 2007, him. 82.
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pembuatan saluran-saluran drainase untuk memperoleh bentuk wilayah
dengan kemiringan stabil, top soil spreading agar memenuhi syarat
sebagai media pertumbuhan tanaman, untuk memperbaiki tanah sebagai
media tanam, revegetasi dengan tanaman cepat tumbuh, tanaman asli
lokal dan tanaman kehutanan introduksi. Perlu juga direncanakan
pengembangan tanaman pangan, tanaman perkebunan dan atau tanaman
hutan industri, jika perencanaan penggunaan lahan memungkinkan
untuk itu.”

Reklamasi wajib memenuhi syarat minimal sebagai indikator
keberhasilan yaitu dalam tahap kegiatan penataan lahan, revegetasi, dan
pemantauan.®
Kegiatan penataan lahan wajib memenuhi syarat minimal sebagai
berikut:

a. Tanah pucuk harus dipisahkan dan ditempatkan di area khusus

b. Harus memisahkan batuan berpotensi asam (potential acid forming)
dan tidak berpotensi asam (non acid forming)

c. Sekurang-kurangnya 80% dari over burden harus dikembalikan ke
lubang tambang sesuai dengan sifat batuan, di mana yang berpotensi
asam diletakkan di bawah dan yang tidak berpotensi asam

diletakkan di atas

Hirfan, Loc.Cit.
89Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.
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d. Stabilitas lereng harus dijaga dan menjamin tidak ada longsor
dengan berdasarkan rekomendasi kajian geoteknik;

e. Seluruh area revegetasi harus ditaburi tanah pucuk dan ditanami
cover crop

f. Rencana sisa lubang tambang akhir harus memiliki luasan maksimal

10% dari luasan areal terganggu.®!

Pada tahap kegiatan revegetasi wajib memenuhi syarat minimal sebagai

berikut:

a. Seluruh tanah pucuk yang dipisahkan harus ditaburkan di area
revegetasi

b. Kualitas tanah harus dipulihkan kesuburannya dengan penambahan
pupuk, bahan organik (kompos) dan kapur pertanian apabila pH
tanah masam

c. Jumlah tanaman revegetasi paling sedikit 625 tanaman per hektar
yang terdiri dari tanaman pioneer dan tanaman lokal atau yang
bernilai ekonomi

d. Tanaman harus dirawat dengan melakukan penyulaman,

penyiangan, pemberantasan hama penyakit, dan pemupukan.3?

Kemudian pada tahap kegiatan pemantauan wajib menjamin:

a. Tidak ada longsoran dan erosi pada lereng-lereng

81Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.

82Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.
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b. Tidak ada sedimentasi dalam jumlah besar
c. Kualitas air permukaan, air tanah dan udara sesuai ketentuan baku
mutu yang berlaku
d. Pemuliahan kesuburan tanah di area reklamasi
e. Peningkatan keanekaragaman jenis tanaman dan kembalinya hewan
pada areal reklamasi tambang sesuai dengan lamanya usia reklamasi
f. Tanaman penutup tidak mati
g. Tanaman penutup tanah tumbuh dengan baik minimal di 80% areal
revegetasi
h. Minimal 80% dari tanaman revegetasi tumbuh dengan baik.®?
4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Reklamasi
Prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam pelaksanaan
reklamasi ialah salah satunya untuk menjaga kelestarian lingkungan
hidup. Penerapan prinsip-prinsip ini penting dilakukan sebagai upaya
sekaligus bentuk tanggung jawab menjaga fungsi alam, tak terkecuali
terhadap masyarakat di sekitarnya.®*
Beberapa prinsip-prinsip yang wajib diintegrasikan oleh
Perusahaan atau Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin
Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tertuang dalam Permen Energi

dan Sumber Daya Mineral No. 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan

8Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.
8Dwi Haryadi et. al.,Op. Cit.,hlm. 24.
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Reklamasi dan Pascatambang. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai

berikut:

a. Pelaksanaan Reklamasi oleh Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK
Eksplorasi wajib memenubhi prinsip:

1) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan;
dan
2) keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang oleh Pemegang IUP
Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi
prinsip:

1) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan;
2) keselamatan dan kesehatan kerja; dan
3) konservasi Mineral dan Batubara.

c. Pelaksanaan Reklamasi oleh Pemegang IUP Eksplorasi dan I[UPK
Eksplorasi wajib memenubhi prinsip:

1) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan;
dan
2) keselamatan dan kesehatan kerja.

d. Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang oleh Pemegang IUP
Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi
prinsip:

1) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan;
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2) keselamatan dan kesehatan kerja; dan c. konservasi Mineral dan
Batubara.

. Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pertambangan paling sedikit meliputi:

1) perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut,
dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria
baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

2) perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;

3) penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan
sam ping dan/ atau tanah/batuan penutup, kolam tailing, lahan
bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;

4) pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;

5) memperhatikan nilai sosial dan budaya setempat; dan

6) perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja meliputi:

1) perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/buruh;dan

2) perlindungan setiap pekerja atau buruh dari penyakit akibat kerja.

. Prinsip konservasi Mineral dan Batubara meliputi:

1) Penambangan yang optimum,;

2) penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan/atau

pemurnian yang efektif dan efisien;
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3) pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marjinal, Mineral
kadar rendah, dan Mineral ikutan serta Batubara kualitas rendah,;
dan

4) pendataan sumber daya serta cadangan Mineral dan Batubara
yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan/ a tau
pemurnian.’’

. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib

mengintegrasikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup Pertambangan serta prinsip keselamatan dan kesehatan kerja
dengan rencana kegiatan Eksplorasi dan Dokumen Lingkungan

Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib

mengintegrasikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup Pertambangan, prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, dan
prinsip konservasi Mineral dan Batubara dengan perencanaan
Penambangan yang disusun dalam laporan hasil Studi Kelayakan
dan Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.®

8Pasal 2 ayat (1-5) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

%Pasal 3 ayat (1-2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
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. Pencairan dan Pelepasan Jaminan Reklamasi

Permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi dapat
disetujui, setelah dilakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan
reklamasi dan penilaian peninjauan lapangan oleh Inspektur Tambang.

Untuk pelepasan jaminan reklamasi tahap eksplorasi dapat dilakukan

setelah hasil penilaian mencapai 100% sedangkan pelepasan jaminan

reklamasi tahap operasi produksi ditentukan paling banyak 60% apabila

telah selesai melaksanakan penatagunaan lahan, paling banyak 80%

apabila telah menyelesaikan kegiatan revegetasi, 100% apabila telah

memenuhi penyelesaian akhir.?’
Menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun

2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral

bukan Logam dan Batuan di Provinsi Kalimantan Timur:

a. Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan jaminan
dalam bentuk Deposito Berjangka berikut bunganya atau pelepasan
jaminan dalam bentuk Bank Garansi kepada Gubernur dengan
ketentuan:

1) Permohonan pencaraian atau pelepasan jaminan kesungguhan
pelaksanaan eksplorasi disertai dengan laporan lengkap hasil

eksplorasi

$"Dwi Haryadi et. al.,Op. Cit.,hlm. 61.
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2) Permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi disertai
dengan laporan pelaksanaan reklamasi dan besarnya disesuaikan
dengan tingkat keberhasilan reklamasi

b. Pelepasan jaminan disampaikan kepada Gubernur paling lambat 30

(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku penjamin berakhir.

c. Gubernur memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan
jaminan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan

diterima.®®

C. Tinjauan Umum tentang Perusahaan Pertambangan

Batubara

1. Pengertian Perusahaan Pertambangan Batubara

Mengacu pada Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan, maka
perusahaan didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan
setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan,
bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan
tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.®® Menurut Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang
dimaksud perusahaan ialah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum
atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik

badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang

88Pasal 20 ayat (1-3) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan di Provinsi
Kalimantan Timur

% Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Cet. 1V, (Bandung, PT. Citra
Aditya Bakri, 2010), hlm. 1.
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mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain.”® Sedangkan Pertambangan adalah bisnis
yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi,
eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian sampai
dengan pemasarannya.”’!

Dari beberapa definisi diatas maka yang dimaksud dengan
perusahaan pertambangan batubara adalah bentuk usaha yang berbadan
hukum atau tidak, milik perseorangan, persekutuan atau badan hukum
baik milik swasta maupun milik Negara yang menjalankan prospeksi,
eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan maupun pemurnian
batubara sampai dengan pemasaranya dengan tujuan memperoleh
keuntungan dan atau laba.

2. Jenis-jenis Izin Usaha Pertambangan Batubara

Kegiatan perusahaan batubara di Indonesia harus memiliki Izin
Usaha Pertambanga (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus
(TUPK).*?
a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan

90Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
rwandy Arif, Batubara Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 85.
22Ibid, him. 195.
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(TUP) adalah adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan®?
yang dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi atau
Perusahaan Perseorangan.®*
IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:
1) IUP Eksplorasi
IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum,
eksplorasi, dan studi kelayakan. IUP eksplorasi diberikan dalam
jangka waktu paling lama 7 tahun. Pemegang IUP Eksplorasi
yang ingin menjual batubara wajib mengajukan izin sementara
kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk
melakukan pengangkutan dan penjualan. Pemegang IUP pada
tahap kegiatan eksplorasi batubara diberi WIUP (Wilayah Izin
Usaha Pertambangan) paling iuas 50.000 (lima puluh ribu)
hektare.
2) IUP Operasi Produksi
IUP operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi,
penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau
pengembangan dan atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan
penjualan. IUP operasi produksi dijamin untuk diperoleh bagi
setiap pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan

kegiatan eksplorasinya sebagai kelanjutan kegiatan usaha

9¥Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

4Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
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pertambangannya. [UP operasi produksi dapat diberikan kepada
badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan
WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) batubara yang telah
mempunyai data hasil kajian studi kelayakan. IUP operasi
produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan selama
30 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.
Pemegang IUP operasi produksi batubara diberi WIUP (Wilayah
Izin Usaha Pertambangan) dengan luas paling banyak 15.000
(lima belas ribu) hektare.”>

Sebagian atau seluruh tahap kegiatan usaha pertambangan
diatas dapat dilakukan oleh pemegang IUP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.”®

b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian
adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha yang berbadan
hukum Indonesia, baik berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, maupun Badan Usaha Swasta sebagai
perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan PKP2B (Perjanjian
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). Dalam mendapatkan
IUPK, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

mendapat prioritas sedangkan Badan Usaha Swasta untuk

%Pasal 62 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara

%Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara
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mendapatkan [UPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK
(Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus). IUPK ini tidak dapat
digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian TUPK."’
IUPK terdiri atas dua tahap sebagaimana [UP
1) IUPK Eksplorasi
IUPK eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum,
eksplorasi, dan studi kelayakan. Setiap pemegang I[UPK
Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi
sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.’®
Pemegang IUPK pada tahap kegiatan eksplorasi batubara diberi
1 WIUPK paling luas 50.000 (lima puluh ribu) hectare dengan
jangka waktu kegiatan Eksplorasi Pertambangan Batubara yang
diberikan selama 7 (tujuh) tahun. Jangka waktu kegiatan
Eksplorasi dapat diberikan perpanjangan selama 1 tahun setiap
kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.
2) IUPK Operasi Produksi
IUPK operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi,
penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan
dan penjualan. Setiap pemegang [UPK eksplorasi dijamin untuk
memperoleh [UPK operasi produksi sebagai kelanjutan kegiatan

usaha pertambangannya. Jangka waktu kegiatan operasi

9’Pasal 80 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara

%Pasal 77 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara
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produksi batubara yang terintegrasi dengan kegiatan

pengembangan dan atau pemanfaatan batubara diberikan jangka

waktu selama 30 tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan

selama 10 tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi
persyaratan.”

Sebagian atau seluruh tahap kegiatan usaha pertambangan

diatas dapat dilakukan oleh pemegang IUPK sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab
1. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut kamus hukum, tanggung jawab yaitu suatu keharusan
bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan
kepadanya.'?® Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung
jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi
apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.!’! Sedangkan
tanggung jawab hukum menurut Ridwan Halim adalah sebagai sesuatu
akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu
merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum,

tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan

%Pasal 83 huruf (h) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

100 Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 49.

101https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab, Diakses pada Tanggal 07
Juli 2022 Pukul 13.50 WIB.
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sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu yang tidak menyimpang
dari peraturan yang telah ada.!%?

Dalam buku teori hukum murni, Hans Kelsen membagi teori
tanggung jawab menjadi beberapa bagian yaitu: Pertama,
pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung
jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Kedua,
pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu
bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang
lain. Ketiga, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti
bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang
dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan
menimbulkan kerugian. Keempat, pertanggungjawaban mutlak yang
berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran

yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.!'%’

Pertanggungjawaban dibagi dalam 2 (dua) prinsip, yaitu:

a. Liability (the state of being liable)
Liability merupakan istilah hukum yang luas (a board legal term),
yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa liability
menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir

setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang

102K hairunnisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, (
103Hans Kelsen, Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutagien (Bandung: Nusa Media,
2006), hlm. 140.
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bergantung atau yang mungkin. Liability didefinisikan untuk
menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu,
liability juga merupakan, kondisi tunduk kepada kewajiban secara
aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal
yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan,
biaya, atau beban, dan kondisi yang menciptakan tugas untuk
melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang
akan datang.
b. Responsibility (the state or fact being responsible)
Responsibility berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu
kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan
kecakapan. Responsibility juga merupakan kewajiban bertanggung
jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki
atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang
telah ditimbulkannya.!%*
2. Tanggung Jawab Pengelolaan Pertambangan Batubara
Di Indonesia, Negara diberikan kewenangan untuk menguasai
sumber daya mineral dan batubara, yakni kebebasan atau kewenangan
penuh (volldige bevoegdheid) untuk menentukan kebijakan yang
diperlukan dalam bentuk mengatur (regelen), mengurus (besturen) dan

mengawasi (foezichthouen) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya

1047ainal Asikin et. al, Pengantar Hukum Perusahaan, (Jakarta: Prenadamedia Group,
2016), hlm. 252.
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alam nasional. Dalam Putusan MK Nomor 002/PUU-1/2003,
kewenangan negara meliputi membuat kebijakan (beleid) dan
pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan
(beheersdaad), dan pengawasan (foezichtoudensdaad).'*?

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
memberikan arahan dan petunjuk dalam pemanfaatan sumber daya
alam, yaitu:

“Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Berdasarkan Pasal tersebut diatas maka Negara menguasai
sumber daya alam yang terdapat di sepanjang bumi nusantara dan
bertanggung jawab menggunakan sumber daya alam tersebut untuk
kemakmuran rakyat.

Selanjutnya pada Ayat (4) menyatakan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Makna ayat (3) dan (4) diatas menurut Dwi Haryadi dan
Darwance adalah penjabaran Pancasila dalam konstitusi yang menjadi
salah satu dasar utama pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Pengelolaan yang menyimpang dari makna pasal tersebut di atas dapat

diartikan sebagai tindakan yang melanggar konstitusi.!%

105Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2012), him. 17-18.

106Sulistyowati Irianto, Pancasila Konstitusi dan Pemenuhan Hak Konstitusional
Perempuan, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm. 57.
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Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga sebetulnya
sudah merumuskan dengan padat tujuan dan prinsip-prinsip dasar untuk
mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah merdeka, salah satunya
memajukan kesejahteraan umum.!%” Pernyataan ini sesuai dengan bunyi
alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa:
“Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Selanjutnya dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal diatas mengindikasikan bahwa Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 adalah green constitution (pro terhadap lingkungan hidup),
karena hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta pelayanan kesehatan yang baik adalah hak asasi manusia.!®8

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Pertambangan
mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;

b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;

107Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2012), him. 140.
108Jimly Asshiddiqie, Green Constitution, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), him. 90.
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c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;

d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengelolaan Pertambangan

Batubara

Pemerintah harus bertanggung jawab secara hukum kepada

rakyatnya muncul dalam dua teori sebagai berikut:

a.

Teori hukum umum, yang menyatakan bahwa setiap orang,
termasuk pemerintah, harus mempertanggung jawabkan setiap
tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan (strict
liability). Dari teori ini selanjutnya muncul tanggung jawab hukum
berupa tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi negara.
Tanggung jawab hukum dari pemerintah seperti ini dilakukan di
depan badan pengadilan.

Teori demokrasi, yang menyatakan bahwa setiap yang memerintah
harus mempertanggung jawabkan tindakanya kepada yang
diperintah, karena kekuasaan yang memerintah tersebut berasal dari
yang diperintahnya (rakyatnya). Dari teori ini muncul tanggung
jawab yang berakibat kepada “pemakzulan” (impeachment).
Tanggung jawab pemerintah secara politis ini dilakukan di depan

parlemen dengan atau tanpa keikutsertaan badan-badan lain.
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E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum
1. Pengertian Perlindungan Hukum

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak hidup sendiri
tetapi hidup berdampingan bahkan berkelompok. Setiap waktu manusia
ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik, dan kalau dalam waktu
bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang juga sama
dengan objek kebutuhan yang hanya satu dan kedua-duanya tidak mau
mengalah, maka akan terjadi bentrokan. Karena itu dalam kehidupan
kelompok sosial diperlukan ketentuan-ketentuan yang dapat membatasi
kebebasan tingkah laku manusia, dan biasanya disebut hukum. Jadi
hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari dan dalam
pergaulan hidup manusia.'® Menurut Jhon Austin, hukum adalah
peraturan yang di buat untuk memberikan bimbingan kepada makhluk
yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.!!°

Hukum sebagai norma mempunyai kekhususan, yaitu hendak
melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga
kepentingan umum.''! Hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan

yang bisa bertentangan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-

1R, Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,
2003), him. 1-2.

1198alim. HS, Perkembangan dalam Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 22.

IR, Abdoel Djamali, Op. Cit.,hlm. 3.
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kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi
kepentingan-kepentingan tersebut.!!?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan

sebagai tempat berlindung.'!?

Dalam persoalan lingkungan hidup,
perlindungan diartikan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang
dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah
terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang
meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,
pengawasan, dan penegakan hukum. !4

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak
pemerintah menurut Philipus M. Hadjon, yaitu bertumpu dan bersumber
dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep
tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban
pada masyarakat dan pemerintah.!!> Berikut ini beberapa pengertian
perlindungan hukum menurut ahli:

b. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya

upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara

28atjipto Rahardjo, /lImu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

IBKBBI Daring dalam https:/kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perlindungan Diakses pada
Tanggal 07 Juli 2022 Pukul 16.02 WIB.

14Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

SPhilipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: PT.
Bina Ilmu, 1987), him. 38.
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mengalokasikan suatu hak asasi manusia dan kekuasaan kepadanya
untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.!!¢

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum sebagai
perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap
hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai
kumpulan peraturan juga kaidah yang berdasarkan pada pancasila
dan konsep negara hukum.!!”

Menurut Harjono, bahwa perlindungan hukum dalam bahasa Ingris
disebut legal protection dan dalam Bahasa Belanda disebut
rechtsbecherming. Harjono mengemukakan bahwa perlindungan
hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum
atau diberikan oleh hukum yang ditujukan kepada perlindungan
terhadap  kepentingan-kepentingan  tertentu, yaitu dengan
menjadikan kepentingan yang harus dilindungi tersebut dalam
sebuah hak hukum.!!®

Perlindungan hukum terhadap masyarakat dari berbagai dampak

lingkungan hidup yang disebabkan oleh sektor pertambangan batubara

dalam wilayah kedaulatan menjadi tanggung jawab Negara. Karena

peran Negara dalam pemanfaatan harta milik Negara atau sumber daya

16Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Cet. 111, (Jakarta: Kencana,

2009), hlm. 121.

"7Philipus M. Hadjon, Op. Cit.,hlm. 25.
"8Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, (Jakarta: Konstitusi Press, 2008), hlm. 357.
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alam adalah untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat luas, tidak
untuk mengorbankan hak-hak masyarakat.
. Jenis-jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk

berada dalam perlindungan hukum dan ha katas rasa aman sebagaimana
yang tercantum dalam pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar Tahun
1945 yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi”.

Pasal tersebut diaatas bermakna bahwa setiap warga Negara
berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri,
keluarga, dan kehormatannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman
dan perlindungan dari berbagai ancaman yang tidak sesuai dengan hak
asasi manusia. Adapun perlindungan hukum di bedakan menjadi 2 (dua)
jenis sebagai berikut:

a. Perlindungan hukum preventif
Perlindungan hukum preventif yaitu bentuk perlindungan hukum
dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan
keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah
mendapat bentuk yang definitif. Tujuan adalah untuk mencegah

terjadinya sengketa. Perlindungan hukum ini sangat besar artinya

bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan
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bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang
preventif pemerintah bias lebih berhati-hati dalam mengambil
keputusan yang didasarkan pada diskresi.!!’
b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk kaitannya dengan
menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh
Pengadilan Umum maupun oleh Pengadilan Administrasi di
Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Bentuk
perlindungan represif dapat berupa sanksi seperti denda, kurungan
penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi

suatu pelanggaran.'2°

9Philipus M. Hadjon, Op. Cit.,hlm. 20.
129Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tatat Negara di Indonesia (Jakarta: Sinar
Bakti, 1988), him. 102.
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BAB III
IMPLEMENTASI JAMINAN REKLAMASI PADA
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI
KALIMANTAN TIMUR

A. Tanggung Jawab Pengelola Pertambangan Batubara di

Kalimantan Timur

Pertambangan batubara sudah di mulai ketika Belanda
menduduki bumi nusantara. Sebuah perusahaan batubara Belanda
bernama Qost Borneo Maatchappij pada tahun1888 mendirikan sebuah
tambang batubara besar di Batu Panggal yang kemudian di era Indonesia
merdeka dikenal dengan nama Loa Bakung, merupakan salah satu
kelurahan yang ada di Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda,
Kalimantan Timur. Ketika itu, ada pula kegiatan pribumi secara kecil-
kecilan yang dilakukan di Martapura sepanjang Sungai Barito,
Mahakam Hulu, dan Sungai Berau.'?! Pada tahun 1903, dengan
penanaman modal Belanda, tambang batubara terbesar di Pulau Laut
mulai berproduksi dan menjelang tahun 1910 telah menghasilkan kira-
kira 25% dari total produksi Indonesia. Berbeda dengan Sangaji yang
menyebutkan bahwa sejak tahun 1849, pemerintah Belanda sudah
melakukan penambangan batubara di Kalimantan Timur melalui

Oranye Nassau. Lokasi pertambangannya itu berada di Pelarong, dekat

121Sejarah Batubara di Tanah Borneo, dalam https://ilmutambang.com/sejarah-batubara-di-
tanah-borneo/. Diakses pada Tanggal 02 Juli 2022 Pukul 12.08 WIB.
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Samarinda. Aktifitas pertambangan dilakukan oleh Belanda ini
merupakan bagian dari keterlibatannya dalam industri pertambangan di
Indonesia setelah Inggris menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada
Belanda.!?

Pemerintah Indonesia pada pasca kemerdekaan mengeluarkan
peraturan pertambangan untuk pertama kalinya, yaitu Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang
Pertambangan yang kemudian disebut dengan istilah Undang-Undang
Nomor 37 Prp Tahun 1960.!2 Berikutnya pada pemerintahan era Orde
Baru adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam rangka mempercepat
pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan masyarakat adil
dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
maka pertambangan dikelola sedemikian rupa agar menjadi kekuasaan
ekonomi untuk masa kini dan akan datang.!?*

Pada masa reformasi, ketentuan terkait pengelolaan
pertambangan diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan MK no.01-021-

022/PUU-1/2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

122 Arianto Sangaji, Buruk INCO Rakyat Digusur, (Jakarta: Sinar Harapan, 2002), him. 41.

123Wahana Lingkungan Hidup, Menilik Kembali Sejarah dan Regulasi Industri
Pertambangan di Indonesia bagian 2, dalam https://www.walhi.or.id/sejarah-dan-regulasi-
pertambangan-di-indonesia-bagian-2 Diakses pada Tanggal 02 Juli 2022 Pukul 15.30 WIB.

2*Martha Pigome, “Politik Hukum Pertambangan Indonesia dan Pengaruhnya Pada
Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah”, Masalah-Masalah Hukum, Volume 40,
Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, April 2011, hlm. 215.
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Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terdapat penyesuaian-
penyesuaian pokok yang mejadi kekuatan bagi pengelolaan model
bisnis pertambangan batubara dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , yaitu ketentuan
mengenai model perizinan. Dalam undang-undang sebelumnya, model
bisnis yang diterapkan masih menggunakan rezim kontrak, sementara
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menggunakan rezim izin
usaha.!?®

Tanggung jawab pengelola pertambangan secara mendasar oleh
para pendiri bangsa dirumuskan dan diletakkan dalam Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di
bawah BAB XIV tentang Kesejahteraan Sosial, yang secara tegas
mengamanatkan bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat”

Sangat jelas menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut

bahwa hanya Negara saja yang mendapat hak dan kewenangan untuk

menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

termasuk batubara. Penguasaan mana, mengandung pula amanat kepada

125pysat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Sejarah Pengaturan Pertambangan
Minerba dan  Perjanjian  Karya  Pengusahaan  Pertambangan  Batubara  dalam
https://pushep.or.id/sejarah-pengaturan-pertambangan-minerba-dan-perjanjian-karya-
pengusahaan-batubara-pkp2b/# Diakses pada Tanggal 02 Juli 2022 Pukul 16.52 WIB.
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Negara, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dipergunakan hanya untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat.!2°

Menurut Mahkamah Konstitusi, “dikuasai oleh Negara” harus
diartikan mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas
yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat
Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan yang
terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian
kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber
kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD
Tahun 1945 memberikan mandat kepada Negara untuk mengadakan
kebijakan (beleid), dan tindakan pengurusan (bestuursumber daya
alamad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersumber daya
alamad), dan pengawasan (toezichthoudensumber daya alamad) untuk
tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.'?’

Pengertian dikuasai oleh Negara menurut Mohammad Hatta,
yaitu dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi
pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa
kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran

jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang

126Hartana, “Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor
Pertambangan Batubara di Daerah),” Jurnal Komunikasi Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Volume 3, Nomor 1, Februari 2017, hlm. 57.

127[khtisar Putusan Perkara Nomor 002/PUU-1/2003 tentang Privatisasi Minyak dan Gas
Bumi, dalam Iktisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2008, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, hlm. 11-13.
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lemah oleh orang yang bermodal.'?® Berbeda dengan pendapat Bagir

Manan, bahwa cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak

penguasaan Negara adalah sebagai berikut:

1. Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui
Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk
menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan
kekayaan yang terkandung di dalamnya.

2. Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan.

3. Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk

usaha-usaha tertentu.!?®

Pengelolaan pengusahaan pertambangan batubara di Kalimantan
Timur harus dikaitkan dengan pertanyaan dasar secara filosofi
berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, yaitu apakah
pengusahaan tersebut mencerminkan penguasaan oleh Negara? dan
apakah pengusahaan tersebut akan memberikan sebesar-besar
kemakmuran rakyat di Kalimantan Timur? Jawaban atas pertanyaan
tersebut akan sangat beragam. jawabannya tergantung dari substansi
yang ada dalam undang-undang di sektor pengusahaan batubara namun,
secara prinsip, selain pengaruh legislasi dan regulasi, bahwa sumber

daya alam khusunya batubara di Kalimantan Timur akan sangat

128Mohammad Hatta, Penjabaran Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, (Jakarta:
Mutiara, 1977), hlm. 28.

129Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, (Bandung:
Mandar Maju, 1995), him. 12.
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dipengaruhi oleh sikap mental pengelola pertambangan batubara
tersebut karena menurut Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 tersebut
pengelola pertambangan batubara di Kalimantan Timur bertanggung
jawab untuk mengelola pertambangan batubara dengan tujuan
memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat di Kalimantan Timur.
Keterkaitan penguasaan oleh Negara atas pengelolaan
pertambangan batubara untuk kemakmuran rakyat di Kalimantan
Timur, menurut Bagir Manan akan mewujudkan kewajiban Negara
dalam hal: Pertama, segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta
hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, melindungi dan
menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas
bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan
secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. Ketiga, mencegah
segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat
tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknnya dalam
menikmati kekayaan alam.!3° Kewajiban yang dimaksud Bagir Manan
juga dapat diartikan sebagai tanggung jawab sebagaimana yang
dijelaskan oleh Hans Kelsen bahwa sebuah konsep kewajiban hukum
adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum.!?!

Begitupun menurut Munir Fuady dalam teori hukum umum menyatakan

13%7pid. ,hlm. 17.
B3'Hans Kelsen, Pure Theory Of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni:
Dasar-dasar llmu Hukum Normatif, Cetakan VI, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 136.
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bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus
mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan
atau tanpa kesalahan.!3?

Pengelolaan batubara Kalimantan Timur dilakukan bersama
antara Pemerintah, Pemerintah Dacrah dan Pelaku Usaha dan dalam
rangka memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat di Kalimantan
Timur, maka pengelolaan pertambangan batubara harus berdasarkan
asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:!3?

1. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan
2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa
3. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas

4. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Kalimantan Timur memiliki cadangan batubara terbesar di Pulau
Kalimantan dengan jumlah 48,2 miliar ton, 22,8 miliar ton berada di
Kalimantan Barat, 16,5 miliar ton di Kalimantan Selatan dan 3,4 miliar
ton berada di Kalimantan Tengah.!3* Dengan jumlah cadangan sumber
daya alam batubara yang begitu besar maka idealnya secara ekonomi

hal tersebut mampu memberikan kemakmuran bagi masyarakat di

32Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern, (Jakarta: Rafika Aditama, 2009), hlm. 147.

133Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara

134K ementerian ESDM dalam
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/06/provinsi-dengan-jumlah-cadangan-batu-
bara-terbesar Diakses pada Tanggal 02 Juli 2022 Pukul 22.25 WIB.
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Kalimantan Timur namun hal ini tidaklah mudah seperti yang dijelaskan
oleh Otong Rosadi bahwa butuh sebuah kearifan tingkat tinggi untuk
memanfaatan hasil pengolahan tambang. Tidak selalu kepentingan
ekonomi kapitalis, hutannya dijarah dan kandungan mineralnya
dieksploitasi, karena yang dimiliki Indonesia ini, sesungguhnya
bukanlah milik kita sendiri, melainkan titipan anak cucu kita generasi
yang akan dating.'’> Berkaitan dengan kesejahteraan. Pemenuhan
kebutuhan dasar individu, kemiskinan, kesempatan kerja, dan distribusi
pendapatan dan kekayaan secara adil di antara seluruh rakyat tanpa
melibatkan ketenangan, kebahagiaan hidup, serta kedamaian adalah
konsep kesejahteraan saat ini. Akibatnya paham kapitalisme ini lebih
mengedepankan tujuan duniawi semata dan tidak memikirkan dari
tujuan ukhrawi.!3¢

Menciptakan kesejahteraan yang tinggi bagi masyarakat
Kalimantan Timur tentunya merupakan suatu harapan bagi provinsi
yang memiliki kekayaan sumber daya alam terutama sektor
pertambangan batubara namun realitanya menurut penelitian yang
dilakukan Rahma.,et al keberlimpahan sumber daya alam yang dimiliki
suatu daerah tidak menjamin terciptanya kesejahteraan masyarakatnya.

Keadaan tersebut dikenal dengan sebutan “paradox of plenty” atau

1350tong Rosadi, Quo Vadis Hukum, Ekologi dan Keadilan Sosial, (Jakarta: Thafa Media,
2012), hlm. 192.

B3¢Elviandri et.al, “The Formulation of Welfare state: The Perspective of Magasid Al-
Shariah”, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, Volume. 8, Nomor. 1,2018, hlm. 141-
142.
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paradoks keberlimpahan, yang menunjukkan sebuah kondisi ketika
negara atau wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang
berlimpah justru tidak mampu menunjukkan kinerja pembangunan yang
tinggi secara relatif dibandingkan negara atau wilayah lain yang
memiliki sumber daya alam terbatas. Fenomena ini dikenal juga dengan
istilah “natural resource curse”’. Rahma menemukan adanya fenomena
natural resource curse di Kalimantan Timur dengan menghubungkan
indeks ketergantungan daerah terhadap sumber daya alam dengan
indeks pembangunan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan cara
menghitung sebuah indeks yang mengukur secara relatif tingkat natural
resource curse di Kalimantan Timur. Indeks yang diberi nama Regional
Resource  Curse Index (RRCI) tersebut mengindikasikan
kekurangmampuan daerah Kalimantan Timur dalam memanfaatkan
hasil kekayaan sumber daya alamnnya untuk menciptakan
pembangunan yang berkelanjutan. '3’

Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai indeks natural
resource curse tertinggi di antara provinsi-provinsi lainnya yang
memiliki sumber daya alam yang kaya. Hal ini berarti, Kalimantan
Timur mengalami fenomena natural resource curse yang secara relatif

paling besar di antara seluruh provinsi di Indonesia.!*® Penelitian

37Rahma et.al, “Fenomena Natural Resourse Curse dalam Pembangunan Wilayah di
Indonesia,” Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Volume 21, Nomor 2, 02 Juli 2021, hlm.
153.

1381pid, hlm.158 .
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tersebut juga menyimpulkan bahwa fenomena natural resource curse

yang tinggi terjadi di daerah-daerah yang memiliki kondisi berikut:'*°

1. Tingkat korupsi tinggi

2. Kapasitas dan integritas kepala daerah yang rendah

3. Sektor ekonomi selain subsektor sumber daya alam yang kurang
berkembang

4. Tingginya penyimpangan dalam pemberian izin usaha tambang

5. Alokasi belanja yang kurang memadai untuk peningkatan human

capital dan dukungan kegiatan ekonomi.

Menurut Dinas ESDM Kalimantan Timur, luas perizinan sektor
pertambangan batubara di Kalimantan Timur menembus 5.137.875,22
hektare. Luas ini mengambil 40,39 persen daratan provinsi ini. [UP yang
diterbitkan oleh Bupati dan Walikota pada masa silam berjumlah 1.404
IUP dengan total luas 4.131.735,59 hektare. Ketika kewenangan
pertambangan beralih ke Pemerintah Provinsi sesuai Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, IUP di
Kalimantan Timur tersisa 734 izin. Kemudian jenis izin pertambangan
kedua adalah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan batubara
(PKP2B) yg diterbitkan Pemerintah Pusat dan terdiri dari beberapa
generasi berjumlah 30 PKP2B dengan total luasnya 1.006.139,63

hektare di Kalimantan Timur.!4°

391bid, him. 160.
9Detail Perizinan Kaltim yang Lebih Luas dari Daratan Provinsi dan Membuat Murka
Pimpinan KPK dalam https://kaltimkece.id/warta/lingkungan/detail-perizinan-kaltim-yang-lebih-
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Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur,
Pradharma Rupang, menyatakan bahwa penguasa tanah Kalimantan
Timur sesungguhnya adalah korporasi dengan jumlah terbanyak
dimiliki oleh perusahaan pertambangan sebanyak 1.434. Luas daratan
yang belum distempel konsesi tinggal 3,37 hektare yang bahkan jika
dibagi rata untuk 3,5 juta penduduk Kalimantan Timur, satu orang
kebagian tidak sampai 1 hektare.!*! Sejalan dengan laporan KOMNAS
HAM RI bahwa terdapat 1488 izin tambang berskala IUP yang
dikeluarkan oleh pemerintah daerah, provinsi dan kab atau kota dan izin
tambang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian
ESDM yang disebut Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B), di Kalimantan Timur terdapat 33 PKP2B, seluruh
luas untuk [UP adalah 5,4 Juta hektare ditambah dengan luas PKP2B, 1,
8 Juta hektare, Total luas tambang mengkapling 7,2 Juta hektare dari
12,7 Juta hectare dari daratan Kalimantan Timur atau 70 persen dari
daratan provinsi ini.'*? Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa
penguasa lahan di Kalimantan Timur tidak lain adalah korporasi dan
pemegang modal besar.

Luasnya wilayah pertambangan batubara di Kalimantan Timur

menimbulkan permasalahan tersendiri terhadap tatanan kebijakan

luas-dari-daratan-provinsi-dan-membuat-murka-pimpinan-kpk Diakses pada Tanggal 02 Juli 2022

Pukul 01.32 WIB.

“!Jaringan Advokasi Tambang dalam https://www.jatam.org/siapa-penguasa-tanah-
kaltim/ Diakses pada Tanggal 02 Juli 2022 Pukul 01.54 WIB.

Y2Nur Kholis et.al, Laporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kasus Eks Lubang
Tambang Batubara di Kalimantan Timur,(Jakarta: KOMNAS HAM RI, 2016), him. 1.
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pengelolaan tambang batubara. Hal ini dikarenakan pengelola

pertambangan batubara tidak mengimplementasikan tanggung jawab

pengelolaan pertambangan batubara sebagaimana yang diamanatkan

dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, Undang-Undang

Pemerintahan Daerah Tahun 2014 dan Undang-Undang Mineral

Batubara Tahun 2009. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan

diantaranya:

1. Kurangnya pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan

2. Model penyelesaian konflik masyarakat adat dengan pelaku usaha
terutama pengaturan ganti rugi dan kelestarian nilai budaya lokal
yang sudah turun temurun dilakukan pada wilayah adat

3. Ditinggalkannya bekas galian tambang oleh perusahaan yang
mengabaikan kewajiban reklamasi dan pascatambang

4. Adanya korban jiwa akibat terjatuh dilubang tambang yang tidak
direklamasi'#

5. Kerusakan lingkungan dan bencana alam seperti erosi, longsor dan

banjir.!44

Adanya isu-isu kerusakan lingkungan bahkan korban jiwa di
daerah bekas tambang memunculkan ketidakpercayaan pada

pemerintah untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam rangka

131bid, him. 2

44https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220322062951-20-774461/tambang-batu-
bara-dituding-sebabkan-banjir-di-kutai-timur/amp Diakses pada Tanggal 03 Juli 2022 Pukul 21.05
WIB.
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memberikan kesejahteraan karena faktanya masyarakat di sekitar
tambang banyak mengalami dampak aktivitas tambang yang tidak
sedikit termasuk nyawa, kerusakan lingkungan dan dampak lainnya.
Prinsip-prinsip dasar kesejahteraan belum mampu dicapai dalam upaya
pengelolaan usaha pertambangan yang telah dipraktekkan. Dari sisi
liberalisme yang menangkap fakta-fakta empiris tersebut, kesejahteraan
berorientasi pada individualisme, egoisme, dan mengabaikan altruisme
(kepedulian terhadap orang lain).!4

Pada tahun 2017, mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita
Widyasari ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Sebelum
menjadi tersangka, Rita Widyasari telah menerbitkan 254 izin usaha
pertambangan.'¥ Menurut KPK, maraknya pemberian IUP batubara
kepada pelaku usaha diduga banyak disertai dengan adanya suap dan
gratifikasi.'¥” Hal ini mengindikasikan bahwa korupsi dalam lingkaran
bisnis batubara tidak bisa lepas dari sejumlah elit politik mulai dari
pejabat daerah, pemerintah pusat maupun jenderal perwira karena
adanya relasi kuasa yang terbangun antara para elit dengan kesamaan
kepentingan yaitu untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya

alam. Elite (aktor pengelola pertambangan batubara) menggunakan

struktur kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan lewat transaksi

%SRifkah Azalia, Kesejahteraan Psikologis pada Pasangan Pernikahan Berorientasi Nilai-
nilai Islam, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), him. 30.

146https://rumahpemilu.org/pilkada-langsung-rentan-korupsi-politik-perusakan-
lingkungan Diakses pada Tanggal 03 Juli 2022 Pukul 17.57 WIB.

“7La Ode Muhammad Syarif, dalam https://m kumparan.com/amp/kumparannews/kpk-
beberkan-kekacauan-pertambangan-batu-bara Diakses pada Tanggal 04 Juli 2022 Pukul 01.47 WIB.
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ekonomi maupun politik. Penggunaan struktur kekuasaan bukan saja
karena alasan ekonomi tetapi juga karena pertimbangan kepentingan
politik yang pada akhirnya akan berujung pada rent-seeking dan
membentuk politics of privilege. Kondisi relasi kuasa ini menyebabkan
posisi elite (Negara) kehilangan sifat orisinalnya karena perbedaan yang
tidak jelas antara Negara dan ekonomi.'*?

Siti Maimunah dalam penelitiannya menggambarkan situasi
oligarki yang memiliki relasi kuasa di Kalimantan Timur, menyatakan
bahwa para Oligarki tumbuh bersama kehadiran Partai Golkar, yang
menjadi mesin lahirnya oligarki di Kalimantan Timur. Kota Samarinda
menjadi penanda sejarah bagaimana model oligarki Indonesia tumbubh.
Achmad Amins, walikota Samarinda (2000-2010) dan wakilnya
Syaharie Jaang, yang paling bertanggung jawab terhadap keluarnya
sebagian besar IUP di Samarinda. Kini sekitar 71 % lebih wilayah
Samarinda menjadi wilayah pertambangan. Amins didukung Partai
Golkar, wakilnya didukung PDIP. Orang terdekat Amins adalah Abun
dan Said Amin yaitu Ketua Pemuda Pancasila. Keduanya memiliki
perusahaan pengaman swasta, perusahaan tambang, perhotelan, dan
perkebunan sawit. Belakangan keduanya juga bermain di partai politik.
Abun masuk Partai Demokrat, sementara Said Amins dari Partai

Pelopor ke Golkar. Para pemain politik di masa reformasi adalah pelaku

“8Samuel Risal et.al, “Sumber Daya Alam dalam Pusaran Pilkada Serentak”, Kemudi:
Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 2, 2022, hlm. 137.
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bisnis kayu pada era kejayaan industri kayu, seperti Luther Kombong,
Haji Rusli, Yos Soetomo dan Abun. Kekayaan mereka peroleh
digunakan untuk menggeser bisnis properti, furnitur, hotel,
pertambangan dan kebun sawit. Luther Kombong misalnya kini jadi
pengusaha sawit, Yos Soetomo, keturunan Tionghoa yang kini menjadi
pemilik jaringan Hotel Senyiur, juga Haji Rusli yang kini pemilik usaha
hotel dan lainnya di bawah nama grup Mesra Indah. Dulunya, Haji Rusli
juga Ketua Nahdatul Ulama (NU) dan Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) Samarinda. Sementara Abun membangun jaringan bisnis dengan
brand “Golden” dan “Kaltim Jaya”, dia adalah pemilik jaringan pub dan
hotel, pertambangan, perkebunan sawit, real estate dan lainnya.'¥

Para pelaku yang berkuasa dan mengendalikan konsentrasi
kekayaan alam untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan
pribadi dan posisi sosial yang eksklusif disebut oleh Winters sebagai
pelaku oligarki politik. Para oligarki di Kalimantan Timur hadir dan
tumbuh bersama-sama kehadiran partai politik tertentu pada masa rezim
Orde Baru. Di awali masa reformasi hingga saat ini, keberadaan oligarki
pada industri ekstraktif semakin tumbuh subur dan membesar seiring
dengan kebijakan otonomi daerah dan perubahan peta perpolitikan
nasional dengan hadirnya partai-partai politik penguasa baru di

daerah.!?

19Siti Maimunah, “Mencari Makroman di Tanah Pinjaman: Perempuan Makroman di
Tengah Perubahan Agraria dan Perjuangan Komunitas Menghadapi Pengerukan Batubara”,
Working paper Sajogjo Indstitute, 2014, hlm. 19-21.

%W inters. J. A, Oligarki, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 20.
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Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk
menyelenggarakan pemerintahan yang lebih luas dari masa-masa
sebelum berlakunya otonomi daerah. Salah satu kewenangan yang
diberikan kepada daerah adalah kewenangan dalam pengelolaan
tambang mineral dan batubara sebagaimana dinyatakan dalam Undang-
Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang kewenangan pemerintah dalam
pengelolaan tambang mineral dan batubara. Desentralisasi telah
membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih politis dan
meningkatkan kekuasaan diskresioner para pejabat daerah, dan kedua
hal ini meningkatkan risiko terjadinya korupsi. Lahirnya Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
selain untuk sentralisasi perizinan juga bertujuan untuk penyederhanaan
birokrasi agar usaha pertambangan berjalan lebih efektif dan efisien.
Namun, penyederhanaan perihal perizinan usaha pertambangan ini
dikhawatirkan akan menyebabkan makin banyaknya kerusakan
lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas usaha pertambangan.!>!

Industri batu bara di Kalimantan Timur (baik pertambangan dan
sektor ketenagalistrikan) berkaitan erat dengan elit politik Indonesia,

yang melibatkan beberapa nama besar pada jajaran politik nasional saat

151 Arinanda & Amina, “Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi
Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara”, Jurnal llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau,
Volume. 10, Nomor. 1, 2021, him. 167-182.
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ini (termasuk pendukung politik, anggota parlemen, dan menteri).
Pertambangan batu bara telah menjadi komoditas politik dan sumber
pendanaan untuk kampanye politik pada tingkat daerah dan nasional.
Karena para pemangku kepentingan melihat batu bara sebagai
komoditas perdagangan dan politik, mengendalikan produksi dan
ekspornya sangat sulit dilakukan karena mereka mendapatkan
keuntungan dari hal itu.!?

Faktor lain yang mendorong praktik korupsi dalam sektor
pertambangan batubara di Kalimantan Timur ialah tidak adanya
transaparansi dalam proses perizinan contohnya adalah ketidakselarasan
data pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjadi dokumen
utama dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Tanpa adanya Izin
Usaha Pertambangan tersebut perusahaan dapat dikatakan melakukan
pertambangan secara ilegal. Jaringan Advokasi Tambang Provinsi
Kalimantan Timur menemukan bahwa terdapat perbedaan jumlah IUP
antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kementerian
ESDM. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merilis data [UP sampai
dengan akhir 2017 sebanyak 1404 IUP sedangkan yang terdata di

Kementerian ESDM ada 1194 TUP sehingga ada selisih 210 TUP.!5?

152Deon Arinaldo dan Julius Christian Adiatma, Dinamika Batu Bara Indonesia Menuju
Transisi Energi yang Adil: Rangkuman untuk Para Pembuat Kebijakan, (Jakarta: Institute for
Essential Services Reform (IESR), 2019), hlm. 7

33Devi Triady Bachruddin dan Dewi Saraswati, “Pengelolaan Tambang Batubara di
Kalimantan Timur: Tinjauan Kebijakan Publik” Monas:Jurnal Inovasi Aparatur, Volume. 3,
Nomor. 2, November 2021, hlm. 345.
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Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 43
Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara, mewajibkan IUP yang Clear and
Clean bagi pertambangan (tidak hanya batubara). Status perizinan
perusahaan tambang yang benar, tidak menabrak aturan serta tidak
tumpang tindih dengan IUP dan kawasan konservasi alam dapat
diberikan sertifikat Clear and Clean.'>* Namun mengenai penerbitan
sertifikat Clear and Clean, menurut laporan Publish What You Pay
(PWYP) menunjukkan bahwa ada praktik suap dan kickback
(pembayaran balik) dalam proses sertifikasi IUP Clear and Clean. Hal
ini bisa terjadi akibat sistem sertifikasi Clear and Clean yang tidak
transparan dan terpercaya. !>’

Hilangnya nyawa akibat lubang tambang yang begitu banyak di
Kalimantan Timur diakibatkan oleh Pemberian IUP yang tidak
dikontrol oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah.
Meskipun demikian, batubara tetap menjadi komoditas tambang utama
di Kalimantan Timur dengan beberapa negara asing sebagai
konsumennya seperti Jepang, Korea, Cina dan Australia. Padahal,
pertambangan batubara merupakan industri ekstraksif berbasiskan lahan

skala besar, artinya industri batubara termasuk sebagai industri yang

154Pasal 1 angka (15) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No 43 Tahun 2015
tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

135Potensi Korupsi di Perizinan Tambang dalam https://pwyp-
indonesia.org/id/158485/potensi-korupsi-di-perizinan-tambang/infografis_potensi-korupsi-
perizinan-tambang/ Diakses pada Tanggal 03 Juli 2022 Pukul 17.57 WIB.
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rakus lahan, air, dan energi. Lahan yang dijadikan lokus pertambangan,
lazim mencaplok pemukiman (termasuk tanah warga, baik individual
maupun komunal) warga serta ruang hidup mereka.'>¢

Banyaknya lubang bekas tambang yang tidak direklamasi di
Kalimantan Timur merupakan bukti buruknya tanggung jawab
pengelola pertambangan batubara. Secara keseluruhan lubang bekas
tambang batubara hingga tahun 2021 berjumlah 1.735 dan di Kota
Samarinda sendiri terdapat 349 lubang bekas tambang yang dibiarkan
menganga tanpa reklamasi dan pemulihan. 40 nyawa telah hilang akibat
dari lubang-lubang tambang yang tidak direklamasi tersebut dan meski
kondisi sudah separah itu, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor,
menyatakan bahwa itu hanya sebatas angka statistik yang akan terus
bertambah. !>’

Setiap peristiwa tewasnya korban dilubang tambang tidak
pernah sekalipun terselesaikan secara tuntas pada jalur hukumnya, jika
adapun hukuman yang dijatuhkan sangat ringan seperti pada kasus Ema
dan Eza yakni hanya 2 (dua) bulan, sedangkan sisa kasus lainnya belum
ada tindak lanjutnya.!>® Buruknya pembelaan dan penuntasan kasus-
kasus yang berkaitan dengan lubang tambang di Kalimantan Timur

disebabkan oleh kerja banyak pihak yang tidak pernah selesai mulai dari

156Jaringan Advokasi Tambang, Oligarki Ekstraktif dan Penurunan Kualitas Hidup Rakyat
(Jakarta: JATAM, 2018), hlm. 1.

157 Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur dalam https://www.jatam.org/ditengah-
pembahasan-konferensi-iklim-cop-26-jatuh-lagi-korban-lubang-tambang-ke-40/ Diakses pada
Tanggal 03 Juli 2022 Pukul 17.57 WIB.

158Nur Kholis et.al, Op.,Cit, hlm. 2.

108



kepolisian, pihak perusahaan hingga pada pemerintah kota, provinsi
sampai level kementerian sekalipun. Tidak ada niat baik untuk
menyelamatan lingkungan dari bahaya pertambangan batubara terlebih
kepada masa depan anak-anak di Kalimantan Timur menjadi alasan
utama kasus semacam ini terus berulang.

Menurut teori sistem hukum Friedman struktur hukum sangat
bergantung pada pelaksananya yaitu aparatur penegak hukum. Negara
sebagai struktur hukum dalam hal ini pengelola pertambangan batubara
di Kalimantan Timur baik pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan
kementerian ESDM tidak mampu mengimplementasikan tanggung
jawab pengelolaan jaminan reklamasi sebagaimana peraturan
perundang-undangan yang merupakan substansi sistem hukum sehingga
menciptakan ketidakpatuhan (disobedience) dari pelaku usaha
pertambangan batubara terhadap tanggung jawabnya. Sulitnya
pengelola pertambangan batubara memenuhi tanggung jawabnya untuk
mereklamasi lubang tambang yang menghilangkan nyawa 40 orang juga
disebabkan oleh kultur korupsi para pengelola pertambangan batubara
di Kalimantan Timur. Absennya peran pemerintah lokal dalam
perizinan, pengendalian dan pengawasan lubang tambang di
Kalimantan Timur mencederai prinsip keadilan dalam tata kelola
tambang dimana pemerintah lokal memiliki kepentingan ekonomi
dalam pengelolaan sumber daya alam. Prinsip keadilan dalam teori John

Rawls berakar pada prinsip hak dan bukan pada prinsip manfaat yaitu
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hak hidup dan hak memperoleh lingkungan yang baik bagi masyarakat
Kalimantan Timur tidak dapat ditukar dengan keuntungan ekonomi dari
bisnis batubara. Selain itu, kultur masyarakat juga yang melakukan
pembiaran dan bahkan lubang bekas galian tambang batubara yang tidak
direklamasi di Kalimantan Timur ini telah mengundang masyarakat
untuk menikmati sensasi wisata danau-danau berbahaya tersebut.
Dinamika politik dan bisnis batubara di Kalimantan Timur
merupakan situasi yang disebut Gellert sebagai rezim ektraksi. Sebuah
rezim pemerintahan yang ditopang oleh struktur elite-elite yang
berwatak pemangsa (predatory) dan bekerja melalui ekstraksi beragam

komoditas sumber daya alam.'®

Empat ciri rezim ekstraktif
sebagaimana yang digambarkan Gellert yaitu: Pertama, rezim ini
menyediakan sumber fiskal bagi negara tanpa terbeban untuk
membangun kapasitas negara secara meritokratis dan efektif. Kedua,
rezim yang berkuasa mengakses dan menggunakan kekayaan alam atas
nama negara disokong oleh legitimasi berujung klaim bahwa ekstraksi
yang mensejahterakan publik, tapi pada kenyataannya tidak
mendistribusikan kekayaan yang dihasilkannya. Ketiga, rezim ekstraksi
memiliki pengaturan spasial tersendiri yang khas bergantung pada
komoditasnya. Keempat, rezim ekstraksi hadir melalui kontrol negara

atas kekayaan alam yang disahkan atas nama “Pembangunan”.!¢°

9Gellert Paul, “Extractive Regimes: Toward a Better Understanding of Indonesian
Development”, Rural Sociology, 2010, hlm 28.
160/bid, him. 57.
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Buruknya pengelolaan tambang batubara di Kalimantan Timur
membutuhkan sebuah solusi filosofis seperti yang ditawarkan oleh
Kuntowijoyo yang dalam pemahaman tentang ideologi praktis yang
bebas dari kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial antara lain: Pertama,
digantikannya cara berpikir ekonomisme oleh cara berpikir keadilan
sosial. Kedua, digantikannya individualisme oleh cita-cita
kemasyarakatan, Ketiga, orientasi elitis digantikan oleh orientasi massa;
cara berpikir yang melihat negara dan ideologi nasional secara mitis
digantikan oleh budaya ilmiah yang melihat negara dan ideologi secara
rasional; dan digantikannya kesadaran teknokratis oleh kesadaran “hati

nurani”!¢!

B. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat atas Jaminan Reklamasi

Perusahaan Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur

Kerusakan lingkungan akibat pembangunan telah menjadi
keresahan dunia internasional sehingga lahirlah konsep pembangunan
berkelanjutan berwawasan lingkungan sebagai sebuah solusi. Hal ini
muncul dalam Stockholm Declaration 1972 (Deklarasi tentang

Lingkungan Hidup Manusia) dan The Rio de Janeiro Declarationon

18Ik untowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, (Bandung: Mizan Media
Utama, 2008), hlm. 128-129.
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Environment and Development 1992.'°> Menurut Sudharto P. Hadi, ada

4 (empat) prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu:

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar baik materi maupun non materi.
Pemenuhan kebutuhan materi sangat penting karena timbulnya
kemiskinan dan penurunan kualitas hidup disebabkan kerusakan
lingkungan, karena masyarakat tidak lagi memiliki sumber daya
alam yang bisa dijadikan aset untuk menopang kehidupan.
Kebutuhan non materi yang dicerminkan dalam suasana
keterbukaan, bebas dari rasa tertekan, demokratis yang merupakan
syarat penting bagi masyarakat untuk bisa mengambil bagian dalam
pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Keterlibatan masyarakat akan mampu meningkatkan kualitas
keputusan, karena sesungguhnya masyarakat lebih memahami
karakter dan kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka.

2. Pemeliharaan lingkungan.

Ada dua prinsip penting yaitu prinsip konservasi dan mengurangi
konsumsi dalam pemeliharaan lingkungan. Pemeliharaan
lingkungan hidup sangat terkait dengan prinsip pemenuhan
kebutuhan manusia. Apabila kerusakan sudah parah akan
mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Tidak berlebihan jika

dikatakan bahwa penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan

162Kusnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2005), hlm. 6.
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adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Oleh karena itu, konservasi dimaksudkan untuk perlindungan
lingkungan. Sedangkan prinsip mengurangi konsumsi bermakna
ganda. Pertama, mengurangi konsumsi ditujukan pada negara maju
sehubungan dengan pola konsumsi energi yang besar yang
menyebabkan terjadinya polusi dan penurunan kualitas lingkungan.
Kedua, perubahan pola konsumsi yang ditujukan kepada siapa saja
(sebagai individu) baik di negara maju maupun di negara

berkembang agar mengurangi beban bumi.

. Keadilan sosial.

Prinsip keadilan saat ini menunjukkan perlunya pemerataan dalam
prinsip pembangunan. Keadilan saat ini berdimensi luas termasuk di
dalamnya pengalokasian sumber daya alam antara daerah dan pusat.
Sedangkan keadilan masa depan berarti perlunya solidaritas antar
generasi. Hal ini menunjukkan perlunya pengakuan akan adanya
keterbatasan sumber daya alam yang harus diatur penggunaannya

agar tidak mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang.

. Penentuan nasib sendiri.

Meliputi prinsip terwujudnya masyarakat mandiri dan partisipatori
demokrasi. Masyarakat mandiri adalah masyarakat yang mampu
mengambil keputusan sendiri atas hal-hal yang berkaitan dengan

nasib dan masa depannya. Hal ini termasuk penentuan alokasi
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sumber-sumber daya alam. Sedangkan prinsip partisipatori
demokrasi adalah adanya keterbukaan dan transparansi. '¢°

Paradigma sektor ekonomi pertambangan yang idealnya
dianggap sebagai agen pembangunan namun realitanya telah menuai
kritik tajam, terutama masalah ketimpangan sosial, ekonomi dan
lingkungan yang muncul disekitar lokasi-lokasi penambangan. Tak
satupun yang membantah bahwa seluruh aktivitas penambangan telah
‘membalik bumi’, mengubah struktur tanah.'®* Pengaturan mengenai
hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup tercantum dalam Pasal
28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sebagai hukum dasar tertulis dan merupakan norma yang tertinggi
menyatakan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan”.

Manusia dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat
dipisahkan, karena lingkungan sangat diperlukan oleh manusia untuk
memenuhi kebutuhannya. Sebagian besar aktivitas manusia, baik secara
langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan lingkungan.

Hubungan atau interaksi antara manusia dengan lingkungan, jika

dilakukan dengan tidak bertanggung jawab akan mengganggu

163Sudharto P. Hadi, Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan, (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2001), hlm. 44.

164y uliani, Bertaruh Keselamatan: Bahaya Industri Migas di Kawasan Padat Huni,
(Jakarta:JATAM, 2008), hlm. Vii-viii.
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keseimbangan dan kelestarian alam yang akan memberikan dampak
pada kehidupan manusia.'®

Hak asasi manusia dan lingkungan hidup memiliki
ketergantungan satu sama lain, oleh karena itu, diperlukan perlindungan
hukum terhadap hak asasi manusia yang juga merupakan salah satu cara
untuk melindungi lingkungan hidup, karena negara-negara yang banyak
melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seringkali juga
berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Suatu negara harus dapat
memberikan pengaturan perlindungan terhadap lingkungan hidup agar
dapat sekaligus melindungi hak asasi manusia, terutama yang berkaitan
dengan masalah hak untuk hidup. Dalam konsideran pada huruf a
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan:
“Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi
setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal
28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Pada Pasal 3 dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk
melindungi dan menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan
manusia, makhluk hidup dan ekosistem, serta menjamin terpenuhinya

keadilan generasi masa depan dan pemenuhan hak atas lingkungan

hidup sebagai hak asasi manusia.

165Syarifah Rahmatillah dan Tasbi Husen, “Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan
Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah”, Legitimasi, Volume. VII,
Nomor. 1, Juni 2018, him. 151.
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Masyarakat sebagai Common Property wajib mendapat
perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum atas bahan galian,
pengusaha sebagai pelaksana usaha, serta pemerintah sebagai pengawas
dan regulator termuat dalam instrumen hukum yang mampu memuat
prinsip-prinsip keadilan, sosial, keseimbangan, tata kelola perusahaan
yang baik, dan lainnya sehingga tercipta kesejahteraan umum dan
kemakmuran bagi rakyat.!®® Hal ini sangat diperlukan karena ciri utama
kegiatan pertambangan batubara adalah tidak dapat diperbaharui, usaha
pengelolaannya dapat berdampak pada lingkungan, baik fisik maupun
sosial. Kegiatan pertambangan batubara di Kalimantan Timur banyak
menimbulkan permasalahan, karena selain menguntungkan pemerintah
dan pengusaha, namun disisi lain kegiatan pertambangan
mengorbankan lingkungan hidup dan hak asasi masyarakat di sekitar
lokasi pertambangan. !¢’

Meskipun dalam hukum hak asasi manusia tidak dijelaskan
secara eksplisit mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, bukan
berarti hukum hak asasi manusia nasional tidak memberikan kewajiban-
kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh perusahaan-perusahaan

dalam kaitannya dengan upaya-upaya penghormatan dan pemenuhan

166 Abrar Saleng, “Risiko-Risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Serta
Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak,” Jurnal Hukum Bisnis, Volume. 2, Nomor. 2, 2007,

167 Adeleida J. Bonde, “Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan
Pertambangan ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum Unsrat, Volume. II,
Nomor. 1, 2014, hlm. 32-34.
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hak asasi manusia. Di sejumlah ketentuan hukum hak asasi manusia
nasional memberikan beban kepada siapapun, termasuk perusahaan-
perusahaan atau para pelaku bisnis, untuk menghormati dan mendorong
pemenuhan hak-hak yang diakui dalam hukum hak asasi manusia.!6®
Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28] ayat (1) menyebutkan:
“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam
tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara”

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia bagian menimbang huruf b menyebutkan:

“Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati
melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena
itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh
diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.”

Penambangan di Kalimantan Timur umumnya dilakukan dengan
cara terbuka atau open pit mining yaitu pengambilan biji tambang
dilakukan dengan terlebih dahulu membersihkan area tambang dari
vegetasi (land clearing) diikuti dengan mengupas lapisan-lapisan tanah
hingga sampai pada deposit biji tambang.!® Kondisi ini disamping
menghasilkan bahan tambang yang bernilai ekonomi, namun
penambangan juga menimbulkan berbagai dampak baik terhadap
hilangnya beberapa sumber daya alam dan timbulnya kerusakan

lingkungan. Sumber daya alam yang hilang akibat sistem tambang

terbuka antara lain dapat berupa: Pertama, hilangnya keberadaan dan

168Nur Kholis et.al, him.5.

169Sarita Oktorina, “Kebijakan Reklamasi dan Revegetasi Lahan Bekas Tambang (Studi
Kasus Tambang Batubara Indonesia”, AL-Ard Jurnal Teknik Lingkungan, Volume. 3, Nomor. 1,
Agustus 2017, hlm. 18.
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keragaman jenis (biodiversity) vegetasi penutup tanah (flora) sekaligus
fauna, serta plasma nutfah, baik yang dibudidayakan maupun yang
tumbuh secara alami. Kedua, hilangnya produksi jika vegetasi tersebut
dibudidayakan oleh petani, perkebunaan, maupun kehutanan. Ketiga,
hilangnya fungsi ekologis dari keberadaan vegetasi yang dimusnahkan
akibat penambangan. Keempat, tergulung atau tertimbun atau bahkan
hilangnya tanah-tanah lapisan atas (top soil) yang umumnya subur
akibat pembukaan bahan galian batubara.!”

Aktivitas  pertambangan batubara juga menyebabkan
permasalahan lingkungan yang umumnya terkait dengan Air Asam
Tambang (AAT) atau Acid Mine Drainage (AMD), yaitu air yang
terbentuk sebagai hasil oksidasi mineral sulfida tertentu yang
terkandung dalam batuan oleh oksigen di udara pada lingkungan berair.
Waste material, pengupasan tanah penutup (overburden), serta
penggalian batubaranya sendiri, menyebabkan tersingkapnya tanah dan
batuan yang mengandung mineral sulfida. Mineral sulfida tersebut
selanjutnya bereaksi dengan oksidan dan air membentuk air asam
tambang yang akan mengikis tanah dan batuan yang berakibat pada
larutnya berbagai logam seperti besi (Fe), cadmium (Cd), mangan (Mn),
dan seng (Zn). Dengan demikian, selain dicirikan oleh pH yang rendah,

air asam tambang juga akan mengandung logam-logam dengan

179Senthot Sudirman et.al, Profil dan Valuasi Ekonomi Dampak Penambangan Batubara
di Kalimantan Timur: Laporan Penelitian Strategis STPN, (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional:
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2013), hlm. 2-3.
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konsentrasi tinggi, sehingga dapat berakibat buruk pada kesehatan
lingkungan maupun manusia.!”!

Limbah cair dari adanya perusahaan pertambangan batubara
dirasakan oleh masyarakat Kota Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan
Timur, yang dimana limbah cair ini akan sangat dirasakan oleh warga
saat musim hujan datang. Selain limbah ini berdampak kepada
kesehatan warga karena air sungai yang tak layak pakai, limbah
merupakn erosi tanah pada saat pembuatan jalan dan pengupasan lahan
perusahaan. Masyarakat Sangatta memperoleh kerugian karena
tercemarnya sungai-sungai di Sangatta. Berbahayanya limbah
pencucian (limbah cair) yang mencemari air sungai sehingga warna air
sungai menjadi keruh, asam, dan menyebabkan pendangkalan sungai
akibat endapan pencucian batubara tersebut. Limbah cair dari hasil
pencucian batubara ini dapat menyebabkan penyakit kulit (gatal-gatal),
gangguan pencernaan, paru dan kanker otak.!”” Selain itu, apabila
manusia mengkonsumsi tanaman atau ikan yang tercemar oleh limbah
AAT dalam jangka panjang dapat menyebabkan berbagai penyakit
seperti menurunnya IQ pada anak,dapat menyebabkan penyakit kanker,

serta kelahiran anak idiot !73

7'Dyah Marganingrum dan Rhazista Noviardi, “Pencemaran Air dan Tanah di Kawasan
Pertambangan Batubara di PT. Berau Coal Kalimantan Timur”, Jurnal Riset Geologi dan
Pertambangan, Volume. 20, Nomor. 1, 2010, him. 12.

172 Fatmawati et.al, “Dampak Lingkungan Galian Tambang Batubara PT. Kaltim Prima
Coal bagi Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur”, Jurnal
Ilmu Pemerintahan, Volume. 6, Nomor. 2, 2018, hlm. 559.

Harfani, Evaluasi Pengelolaan Lingkungan PT. Bukit Baiduri Energi di Kalimantan
Timur, (Semarang: Tesis Program Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, 2007), him.
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Faktor ekonomi menyebabkan masyarakat Sangatta, Kalimantan
Timur tidak menggunakan air PDAM, sehingga terpaksa sebagian
masyarakat Sangatta masih mengkonsumsi air dari aliran sungai bendili
dan sungai pinang dan menggunakan air tersebut sebagai kebutuhan
sehari-hari padahal air tersebut telah tercemar akibat limbah cair dari
pertambangan PT. Kaltim Prima Coal. Akibat pencemaran tersebut air
sungai yang dulu bersih dan digunakan masyarakat Sangatta setiap
harinya kini sudah tidak layak dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari
karena dapat mengganggu kesehatan. Adapun penyakit dari pencemaran
air sungai ini seperti kudis atau gatal-gatal, diare, dan hepatitis A, dari
ketiga penyakit ini memang sering terjadi pada masyarakat yang tinggal
dekat dengan sungai.!”*

Kerusakan lingkungan jelas tak terhindarkan, disamping
persoalan terkorbankannya pemilik lahan dan adanya ketimpangan
sosial. Deposit tambang batubara dapat ditemukan di lahan-lahan
dengan status penguasaan dan pemilikan tanah apapun yaitu Hak Milik,
HGB, HGU, Hak Pakai, maupun Hak Pengelolaan. Oleh karena itu,
pihak perusahaan penambang batubara dapat melakukan berbagai
proses pelepasan sementara atau pelepasan permanen dari pihak-pihak
tersebut dengan berbagai proses yang dimungkinkan terjadi hal-hal

yang tidak diperkirakan seperti adanya kelompok-kelompok tertentu

17*Fatmawati et.al, Op.Cit.,hlm. 560.
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yang melakukan intimidasi dengan maksud agar pemilik tanah bersedia
melepaskan (menjual) tanahnya.!”

Usaha pertambangan yang telah dipraktekkan di Kalimantan
Timur ternyata belum mampu memenuhi hak asasi masyarakat apalagi
untuk mendapatkan lingkungan yang baik. Oleh karena itu, perlu adanya
perlindungan hukum terhadap masyarakat di Kalimantan Timur
terhadap dampak dari pertambangan batubara yang merupakan wujud
nyata dari pengakuan negara dan pemerintah terhadap hak hak asasi
manusia sehingga memberikan karakteristik tersendiri terhadap setiap
produk hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perlindungan masyarakat yang mendapat dampak dari pertambangan
batubara. Hal ini perlu dilakukan mengingat dampak pertambangan
batubara tidak hanya muncul ketika kegiatan pertambangan
berlangsung, tetapi juga pascaoperasi tambang. Pada pascaoperasi
tambang akan meninggalkan lubang tambang (Void) dan air asam
tambang yang menimbulkan dampak lingkungan berkaitan dengan
kualitas dan kuantitas air.'’® Semua pihak terkait dalam kegiatan
pertambangan batubara wajib menangani secara serius terkait dampak
negatif yang timbul dari kegiatan pertambangan tersebut, sehingga
dapat meminimalisir kerusakan lingkungan yang tidak terkendali,

seperti pencemaran air, udara, tanah, serta timbulnya kolam-kolam

75Nandang Sudrajad, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, (Jakarta: Yustisia,
2013), hlm. 139.

176Reno Fitriyanti, “Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi,”
Jurnal Redok 1, Nomor. 1, 2016, him. 36-37.
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besar akibat adanya aktivitas penggalian. Salah satu instrument
perlindungan hukum kepada masyarakat untuk mengatasi dampak
negatif kegiatan pertambangan adalah dengan melakukan reklamasi
area bekas tambang yang apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan
oleh korporasi, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pemulihan fungsi lingkungan hidup lahan bekas tambang yang
telah tercemar diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan
hidup.”

Setiap orang yang dimaksud dalam pasal tersebut diatas dapat
diartikan sebagai orang perseorangan maupun badan usaha baik
berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dan upaya pemulihan dapat
diartikan sebagai reklamasi.

Beberapa produk hukum yang mengatur mengenai kewajiban
reklamasi sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat dan lingkungan
antara lain; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan
atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010
tentang Reklamasi dan Pascatambang, juga diterbitkannya Peraturan

Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan

Kaidah Pertambangan yang Baik yang diikuti dengan Keputusan
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Menteri (Kepmen) ESDM No 1827/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat
berkaitan dengan jaminan reklamasi terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu
perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
Perlindungan hukum preventif yang diberikan kepada masyarakat
merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan sebelum
terjadinya sengketa yang diakibatkan dari lubang bekas tambang yang
tidak direklamasi. Bentuk perlindungan hukum preventif yang
dimaksud antara lain yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 99 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang
menyatakan:

1. Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan
rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang.

2. Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan sesuai dengan
peruntukan lahan pascatambang.

3. Dalam pelaksanaan reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan
usaha pertambangan, pemegang IUP atau [UPK wajib:

a. Memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan
lahan yang sudah direklamasi.

b. Melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan
batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

4. Pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah
dilakukan reklamasi dan/atau pascatambang kepada pihak yang
berhak melalui Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 100 juga menyatakan:

1. Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan
dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang.
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2. Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi
dan/atau pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan
apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi
dan/atau pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Berdasarkan Kepmen ESDM RI No. 1827 K/30/MEM/2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik,
pemerintah telah mewajibkan pemegang IUP/IUPK untuk menyusun
terlebih dahulu rencana reklamasi tahap eksplorasi dan tahap operasi
produksi berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui
oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup serta menyediakan jaminan reklamasi sesuai dengan
yang telah ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur.!”’

Pada tataran tindakan preventif, menteri dalam melaksanakan
kewenangannya dapat melakukan wupaya pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Hal ini diatur dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, bahwa Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan

kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP,

IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian, IPR,

17"Lampiran VI Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Nomor 1827 K/30/MEM/2018, hlm. 220.
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SIPB, izin pengangkutan dan penjualan, atau IUJP terhadap pengelolaan
lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang.

Upaya perlindungan preventif juga dapat dilakukan oleh
masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup turunan dari Pasal
28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana setiap orang berhak
untuk mendapat lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak
asasi manusia, keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang
diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup,
berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta
berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup.!”® Selanjutnya pada pasal 70 menjabarkan peranan
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup antara lain yaitu dapat
berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, keberatan,
pengaduan, dan penyampaian informasi atau laporan.!”

Penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang oleh
perusahaan tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk
melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang meskipun dalam
undang-undang pertambangan, perusahaan harus terlebih dahulu

menyediakan jaminan reklamasi sebelum melakukan pembukaan lahan.

Apabila perusahan kekurangan biaya perencanaan reklamasi,

178Pasal 65 ayat (1-5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

179Pasal 70 ayat (1-3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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penempatan jaminan reklamasi, pelaksanaan reklamasi, pelepasan atau
pencairan jaminan reklamasi untuk menyelesaikan kegiatan
pascatambang dari jaminan yang telah ditetapkan maka perusahaan
tetap bertanggungjawab terhadap kekurangan biaya tersebut.!® Namun
realita di lapangan seringkali pemegang IUP tidak menyediakan dana
jaminan reklamasi, tidak melaksanakan reklamasi, serta pelaksanaan
reklamasi tidak sesuai dengan tingkat keberhasilan yang direncanakan.
Pengusaha batubara seolah kebal hukum atas kewajiban pasca
penambangan yang dilakukan. banyaknya lubang pasca penambangan
menjadi bukti nyata adanya persoalan besar dalam pengelolaan
penambangan di Kalimantan Timur dan di Indonesia pada umumnya. '8!

Pengingkaran terhadap tanggung jawab reklamasi yang
kemudian meninggalkan banyak lubang tambang telah mengakibatkan
40 orang meninggal di Kalimantan Timur. Meskipun demikian, hal
tersebut tidak mendapat tanggapan serius dari pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur.!8?

Fakta demikian menunjukkan lemahnya
implementasi perlindungan hukum dalam hal reklamasi yang kemudian

menimbulkan dampak yang mematikan bagi masyarakat Kalimantan

Timur, padahal jelas dalam Pasal 123A Ayat (1) Undang-Undang

189Sarita Oktorina, “Kebijakan Reklamasi dan Vegetasi Lahan Bekas Tambang (Studi
Kasus Lahan Bekas Tambang di Indonesia)”, Al-Ard:Jurnal Teknik Lingkungan, Volume. 3, Nomor.
1, Agustus 2017, hlm. 18.

BlAyu Linanda dan Hudali Mukti, “Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam
Melaksanakan Reklamasi Dan Pascatambang di Kota Samarinda”, Jurnal llmiah Hukum YURISKA,
Volume. 8, Nomor. 2, 2017, hlm. 67.

182 Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur dalam https://www.jatam.org/ditengah-
pembahasan-konferensi-iklim-cop-26-jatuh-lagi-korban-lubang-tambang-ke-40/ Diakses pada

Tanggal 03 Juli 2022 Pukul 17.57 WIB.
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Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan
Pascatambang bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan
reklamasi.!®® Apabila korporasi mengingari dengan tidak mereklamasi
bekas lubang tambang, hal tersebut sebenarnya bukan hanya merupakan
pelanggaran administrasi, namun juga merupakan tindak pidana karena
mampu menelan korban. !84

Berkaitan dengan dampak yang mematikan dari lubang bekas
pertambangan batubara di Kalimantan Timur, maka selain perlindungan
hukum preventif juga membutuhkan adanya perlindungan hukum
represif sebagai bentuk penyelesaian sengketa. Bentuk perlindungan
represif jika perusahaan tidak melakukan reklamasi yaitu berupa sanksi
administrasi, sanksi perdata dan bahkan pidana. Sanksi administrasi
apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai
perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa apabila
pemegang [UP dan IUPK tidak menyediakan dan menempatkan dan

jaminan reklamasi dan tidak melaksanakan reklamasi hingga mencapai

183Pasal 2 ayat (1-2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan
Pascatambang.

134 Aulia  Widiyanti, “Penegakan Hukum terhadap Pertanggungjawaban Kewajiban
Reklamasi dan Pasca Tambang Batubara di Kawasan Kalimantan Timur Ditinjau dari Uu No 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Uu No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba”,
Prosiding Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Volume. 7, Nomor. 1, 2021,
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tingkat keberhasilan 100 persen, maka Menteri berhak memberikan
sanksi administratif terhadap pelanggaran tersebut yang berupa
peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan atau mencabut izin
usahanya.'®>  Begitupun yang diatur dalam pasal 50 Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan
Pascatambang yang hanya memuat sanksi administratif.

Selain sanksi administrasi di atas, bentuk perlindungan represif
lain yaitu berupa sanksi dalam hukum perdata. Menurut hukum,
penegakan hukum perdata adalah salah satu instrument penegakan
hukum yang mengatur hal-hal khusus yang berkaitan dengan sengketa
keperdataan secara formal harus melalui peradilan perdata disamping
menggunakan jalur arbitrase. Meskipun demikian, proses hukum
perdata pada kenyataannya kurang begitu disenangi oleh sebagian besar
masyarakat Indonesia. Dalam pembahasan sengketa perdata dibidang
pertambangan batubara lazimnya hanya berkaitan dengan sengketa
perdata antara warga masyarakat dengan pelaku usaha pertambangan
batubara. '8¢

Kegiatan pertambangan yang menimbulkan kerugian pada
masyarakat sekitar dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan

hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terpenuhi antara

185Pasal 151 ayat (1-2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

186Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
2013), hlm. 209.
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lain adalah karena perbuatan tersebut melanggar undang-undang atau
melawan hukum (onrechtmatig), perbuatan itu menimbulkan kerugian
pada masyarakat, perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan (kelalaian),
serta antara perbuatan dan kerugian masyarakat memiliki hubungan
kausal.!87 Setiap perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan
Timur yang sengaja melalaikan kewajibannya untuk mereklamasi
lubang bekas usaha pertambangannya, yang kemudian menimbulkan
kerugian pada masyarakat wajib mempertanggungjawabkan
perbuatannya.

Masyarakat yang dirugikan atas kegiatan usaha pertambangan
jelas memperoleh legitimasi hukum untuk melakukan upaya gugatan
perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang
menegaskan bahwa:

1. Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan

Usaha Pertambangan berhak:

a) memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam
pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan; dan/atau

b) mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian
akibat pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan.

2. Ketentuan mengenai hak masyarakat yang terkena dampak negatif
langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

187Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2006), hlm. 24.
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Permasalahan lingkungan hidup dampak dari lubang tambang
yang tidak direklamasi juga dapat dikaitkan dengan peraturan
lingkungan hidup lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa:

1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok
untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan
masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau

peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil
kelompok dan anggota kelompoknya.

Gugatan perwakilan kelompok yang dimaksudkan adalah
gugatan perwakilan kelompok atau class action sebagaimana diatur
dalam PERMA No.l Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan
Kelompok. Kemudian mengenai ganti kerugian, maka berdasarkan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Lingkungan dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup bahwa ganti rugi berupa biaya harus dikeluarkan
oleh perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan
pertambangan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran atas
kerusakan lingkungan. !

Perkembangan dalam kegiatan pertambangan batubara di
Kalimantan Timur yang berdampak pada manusia dan lingkungan,

apabila diperhadapkan dengan prinsip tanggung jawab karena kesalahan

138Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Lingkungan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
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(schuld aansprakelijkheid atau liability based on fault) akan
menimbulkan kendala dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan
persyaratan penting yang dipenuhi dalam unsur negligence atau fault
adalah the failure to exercise the care of an ordinary prudent and careful
man, sehingga walaupun tergugat telah mengakibatkan kerugian, ia
dapat terbebas dari tanggung jawab apabila tergugat tersebut berhasil
menunjukkan kehati-hatiannya.'®® Oleh karena itu, dalam hal seseorang
menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai
ultrahazardous atau abnormaly dangerous, ia diwajibkan memikul
segala kerugian yang ditimbulkan, walaupun ia telah bertindak hati-hati
(utmost care) untuk mencegah segala bahaya atau kerugian tersebut,
karena kerugian itu tidak dihubungkan dengan apa kesengajaannya. Hal
ini disebut pertanggungjawaban mutlak yang apabila telah nyata terjadi
kerugian terhadap penggugat, maka tergugat wajib bertanggungjawab
kepada penggugat tanpa harus membuktikan kesalahan tergugat.'*°
Perlindungan hukum represif terakhir dalam hal kewajiban
melakukan reklamasi oleh perusahaan tambang batubara di Kalimantan
Timur diatur dalam hukum pidana. Penerapan sanksi dalam hukum
pidana terhadap sengketa pidana berkaitan dengan adanya suatu tindak
pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yang terjadi dalam

kegiatan usaha pertambangan. Sengketa ini berkaitan serta dengan

8Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan
Lingkungan Hidup, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hIm. 125.

Y99Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Sinar Grafika,
2010), him. 292.
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adanya aturan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan
pada bidang pertambangan mineral dan batubara, baik yang diatur
dalam undang-undang maupun dalam peraturan lainnya, dengan
memungkinkan ketentuan pidana tetap diatur dalam instrument hukum
tersebut.!!

Sanksi pidana sebagai sarana atau upaya terakhir (ultimum
remedium) dalam upaya penegakan hukum perusahaan pertambangan
batubara di Kalimantan Timur untuk melaksanakan kewajiban
reklamasi sebagaimana termuat dalam Pasal 161B Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang
menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak
melaksanakan:
a) reklamasi dan/atau pascatambang; dan/atau
b) penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan

pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00

(seratus miliar rupiah).

2. Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks
pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa

pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi
dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pidana tambahan yaitu
diatur dalam Pasal 164 dimana pelaku tindak pidana dapat dikenai
pidana tambahan berupa: Pertama, perampasan barang yang digunakan

dalam melakukan tindak pidana. Kedua, perampasan keuntungan yang

Y!Ahmad Redi, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara
(Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 54.
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diperoleh dari tindak pidana. Ketiga, kewajiban membayar biaya yang

timbul akibat tindak pidana.'”” Kemudian apabila mengacu pada

ketentuan Pasal 10 KUHP, bentuk pidana tambahan yaitu pencabutan
hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta
pengumuman putusan hakim.

Lubang tambang batubara yang tidak direklamasi oleh
perusahan tambang batubara di Kalimantan Timur seringkali
menyebabkan kerusakan fungsi dan daya dukung sumber daya air
sebagai kerusakan lingkungan hidup. Peneliti air dari Jaringan Advokasi
Tambang Kaltim menemukan baku mutu air lubang tambang di PT.
Bumi Energi Kaltim di Kabupaten Penajam Pasir Utara pada 2016
dengan PH 3.76 artinya asam dan berbahaya, melampaui baku mutu
yang ditentukan di dalam Peraturan daerah Kalimantan Timur Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air.!%3

Menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan
bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang
mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu
air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun
dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

192Pasal 164 Huruf (a-c) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
93Nur Kholis et.al, Op.Cit., hlm. 23.
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2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.
4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.
12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah).

Banyaknya peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan
hidup secara umum maupun khusus menyangkut kewajiban reklamasi
pasca penambangan batubara tidak cukup memaksa pengelola
pertambangan baik pemerintah maupun pelaku usaha untuk tunduk dan
mematuhi aturan dibidang lingkungan hidup. Hal itu dibuktikan dengan
adanya lubang-lubang bekas tambang batubara yang meninggalkan air
beracun dan logam berat dan bahkan mampu menelan 40 korban di
Kalimantan Timur yang hampir seluruhnya adalah anak-anak dan hanya
7 orang yang tercatat sebagai orang dewasa.'** Kejahatan dalam bentuk
ketidakpatuhan reklamasi ini terus berulang dan diantara 40 nyawa yang
hilang hanya satu kasus yang kemudian diproses secara hukum hingga
sampai pengadilan. Korban dari kasus sersebut bernama Dede Rahmad
(Eza) dan Emaliya Raya Dinata (Ema) berusia 6 tahun yang meninggal

di lubang bekas galian PT. Panca Prima Mining pada tanggal 24

Desember 2011berlokasi di Perumahan Sambutan Idaman Permai,

94https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220204192046-12-755269/lubang-bekas-
tambang-kaltim-40-tewas-sejak-2011-didominasi-anak/amp Diakses pada Tanggal 07 Juli 2022
Pukul 11.48 WIB.

134



Pelita 7, Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya Muhammad Ambo
Rape (salah seorang petugas lapangan perusahaan) pada tanggal 28
Januari 2013 dinyatakan bersalah karena kealpaannya menghilangkan
nyawa seseorang. Vonis hukuman sangat ringan hanya 2 (dua) bulan
penjara dan denda Rp. 1.000,00 (seribu rupiah). Selain itu, keluarga juga
mendapat uang tali asih sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah). Dalam kasus ini, direksi perusahaan dan pejabat pengawas
tambang pemerintah daerah tidak diproses secara hukum.!'?>

Pertanggungjawaban oleh pejabat berwenang diatur dalam Pasal
112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:
“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan
pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang
mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Rumusan pasal tersebut juga dapat dikaitkan dengan Pasal 359

KUHP yang menegaskan bahwa:

%5pPelanggaran HAM dalam Kasus lubang tambang di Kalimantan Timur, dalam
http://www.jatam.org/2022/07/11/pelanggaran-ham-dalam-kasus-lubang-tambang/ Diakses pada
Tanggal 07 Juli 2022 Pukul 13.48 WIB.
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“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang
lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau
pidana kurungan paling lama satu tahun”

Bentuk perlindungan represif berkaitan dengan upaya
penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang. Dalam arti
sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan
terhadap setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap peraturan
perundang-undangan.'®® Evektifitas penegakan hukum menurut
Lawrence M. Friedman bergantung pada tiga unsur hukum yaitu
struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Penegakan hukum
dalam hal kewajiban reklamasi sebagai perlindungan hukum terhadap
masyarakat di Kalimantan Timur belum terimplementasi dengan baik.
Struktur hukum dalam hal ini polisi, pemerintah daerah dan provinsi
bahkan kementerian sebagai aktor-aktor utama yang peranannya sangat
menonjol dalam proses penegakan hukum terkait kasus-kasus lubang
tambang yang menyebabkan 40 orang meninggal, seringkali tidak
menerapkan norma-norma sebagai substansi hukum dalam peraturan
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup secara umum maupun
khusus menyangkut kewajiban reklamasi pasca penambangan. Apabila
dikaitkan dengan pendapat Jimly Ashiddiqi bahwa kepentingan-

kepentingan lingkungan hidup dalam praktik seringkali kalah oleh

96Jimly Asshiddigie, “Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum di Indonesia,”
(Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2006), him. 14.
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sektor-sektor atau kebijakan-kebijakan lain baik ruang teknis eksekutif,
di forum-forum politik maupun di lembaga legislatif seperti
pertambangan dan energi, kehutanan, perkebunan, investasi, pariwisata
dan lain sebagainya,'”” maka dapat disimpulkan bahwa kerusakan
lingkungan hidup akibat dari dampak pertambangan batubara tidak
menjadi perhatian serius oleh para pembuat kebijakan.

Posisi darurat ekologis yang dialami Indonesia saat ini sangat
mendesak pemerintah untuk menjadikan lingkungan hidup sebagai isu
sentral dalam setiap kebijakan yang diambil. Jimly berpendapat bahwa
perlunya menaikkan derajat norma-norma yang mengatur perlindungan
hukum lingkungan pada Undang-Undang Dasar, sehingga semua

Undang-Undang dapat dikontrol karena harus tunduk pada konstitusi.!®

Y7Jimly Asshiddiqi, Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 11-12.
1981bid., hlm. 13.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pengelola pertambangan batubara sebagaimana
yang diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD Tahun 1945
maupun peraturan perundang-undangan turunannya terkait
pengelolaan pertambangan batubara di Kalimantan Timur tidak
terpenuhi, karena dengan jumlah cadangan sumber daya alam
batubara yang begitu besar maka seharusnya hal tersebut mampu
memberikan kemakmuran bagi masyarakat di Kalimantan Timur.
Faktanya justru masyarakat di sekitar tambang banyak mengalami
dampak aktivitas tambang yang tidak sedikit termasuk kehilangan
nyawa dan kerusakan lingkungan hidup.

2. Perlindungan hukum terhadap masyarakat atas jaminan reklamasi di
Kalimantan Timur belum terimplementasi secara optimal. Bentuk
perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan di
bidang lingkungan hidup secara umum maupun khusus menyangkut
kewajiban reklamasi pasca penambangan batubara tidak cukup
memaksa pengelola pertambangan baik pemerintah maupun pelaku
usaha untuk tunduk dan mematuhi aturan di bidang lingkungan
hidup. Hal itu dibuktikan dengan adanya kasus demi kasus kematian

yang hingga tahun 2021 mencapai 40 korban di Kalimantan Timur
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akibat lubang-lubang bekas tambang batubara yang meninggalkan
air beracun dan logam berat.
B. Saran

1. Tanggung jawab pengelola pertambangan batubara terhadap
aktivitas ekstraksi tambang dan penegakan hukum harus menjadi
perhatian utama agar dapat melakukan perbaikan di bagian hulu
sampai hilir, terutama dalam pengelolaan penerimaan dari hasil
sumber daya alam. Upaya mencegah transaksi ekonomi maupun
politik yang seringkali berujung korupsi harus dilakukan oleh
instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Komisi
Pemberantasan Korupsi untuk meningkatkan pengawasan terhadap
proses perijinan, pelaksanaan, reklamasi dan pasca tambang yang
berpotensi terjadinya kerugian Negara dan atau penyalah gunaan
wewenang.

2. Pemerintah pusat dan daerah dalam pengusahaan pertambangan
harus berperan aktif untuk memberikan perlindungan hukum
terhadap masyarakat di Kalimantan Timur khususnya yang tinggal
di dekat usaha pertambangan dilakukan agar kualitas hidup
masyarakat tidak terabaikan sementara sumber daya alam
dilingkungan mereka hanya dinikmati oleh pengusaha
pertambangan. Demikian pula penegak hukum harus melakukan
tindakan cepat terhadap laporan kematian korban meninggal di

bekas lubang bekas tambang batubara, melakukan proses hukum
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terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran dan mengabaikan
kewajiban dalam perundang-undangan yang berlaku, serta
koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait (seperti
KOMNAS HAM, PPNS Badan Lingkungan Hidup, KPAI, KPK,
dan lain sebagainya) untuk menggunakan dasar hukum berlapis
dalam memproses hukum kasus meninggalnya 40 orang akibat
lubang tambang di Kalimantan Timur. Selain itu juga partisipasi
masyarakat diharapkan kedepannya yang dapat menjadi faktor
utama penyebab penjatuhan sanksi hukum kepada perusahaan
pertambangan yang tidak melaksanakan reklamasi, tidak hanya
menunggu evaluasi pengawasan dari lembaga pemerintah terkait,
sehingga masyarakat yang melihat adanya pelanggaran
administratif, perdata maupun pidana dapat melaporkan dan laporan
tersebut dapat menjadi faktor utama jatuhnya sanksi hukum kepada

perusahaan pertambangan tersebut.
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